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ABSTRAK 
Nama  :  Lili Aprilianti 
Nim  :  90400114056 
Judul   :  Pengaruh Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure Terhadap Perilaku 
Tindakan Korupsi APBD dengan Parlement Behavior Sebagai 
Variabel Moderating 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh greedy, opportunity, need 
dan exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD dengan parlement behavior 
sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan 
anggota DPRD yang bekerja pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 
kabupaten Polewali Mandar. 
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 
dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan 
residual. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis greedy, opportunity, need 
dan exposure. Analisis regresi linear berganda dengan uji residual untuk hipotesis 
greedy, opportunity, need dan exposure yang dimoderasi oleh parlement behavior.  
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
greedy, opportunity, dan exposure berpengaruh positif terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD sedangkan need tidak berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD. Analisis variabel moderating dengan pendekatan residual menunjukkan 
bahwa parlement behavior mampu memoderasi greedy, opportunity, need dan 
exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti bahwa semakin 
besar sifat greedy, semakin besar opportunity, dan exposure maka semakin tinggi 
pula perilaku tindakan korupsi APBD namun jika individu tersebut memiliki perilaku 
parlemen yang baik maka akan menurunkan perilaku tindakan korupsi APBD. 
 
Kata kunci : Greedy, Opportunity, Need, Exposure, Parlement Behavior, Perilaku 
Tindakan Korupsi APBD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kecurangan diartikan sebagai tindakan menyimpang atau ilegal yang 
dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sengaja untuk mengambil 
keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Menurut The Association of 
Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan tiga jenis kecurangan atau disebut 
dengan fraud tree, yaitu penyalahgunaan aset (asset misappropriation), 
kecurangan laporan keuangan (fraudulent statements) dan korupsi (corruption). 
Asset misappropriation atau penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang 
melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas (Elder dkk, 2008). Selanjutnya 
Fraudulent statements atau kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji 
atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan 
dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya (Elder dkk, 2008). Jenis fraud 
terakhir adalah korupsi yang merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan 
uang negara dan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Marliani 
dan Jogi, 2015). 
Jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi atau diketahui adalah 
corruption karena jenis kecurangan ini menyangkut kerja sama yang tidak hanya 
dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan berkelompok. Korupsi banyak terjadi 
di negara-negara yang memilki sistem penegakan hukum yang lemah, serta 
kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya 
masih dipertanyakan (Widarti, 2015). Korupsi juga banyak terjadi di negara-
negara berkembang salah satunya adalah negeri kita tercinta Indonesia, yang 
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sudah menjadi isu yang fenomenal karena sudah banyak kasus yang terkuak di 
permukaan mengenai tindakan menyimpang tersebut.  
Pada awal tahun 2017, Transparency International mengeluarkan hasil 
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada 176 negara. Indeks presepsi 
korupsi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. 
Walaupun skor Indonesia mengalami peningkatan satu poin namun, disisi rating 
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan dua 
tingkat. Negara Denmark dan New Zealand menempati peringkat teratas dengan 
skor 90 yang memang ditandai dengan adanya transparansi dalam proses 
birokrasi, artinya negara-negara tersebut mengijinkan warga mengakses informasi 
tentang bagaimana anggaran masyarakat digunakan. Sedangkan di  Benua Asia, 
Singapura merupakan negara dengan peringkat tertinggi yang paling bebas 
korupsi yaitu peringkat tujuh dengan skor 87. Kemudian disusul oleh Brunei 
Darusalam di peringkat 41 dan Malaysia di peringkat 55. 
Turunnya Peringkat yang didapatkan Indonesia merupakan salah satu bukti 
nyata yang mempertegas bahwa penyakit korupsi di Indonesia sudah semakin 
akut. Naasnya tindakan korupsi tersebut sudah menjadi budaya di Indonesia, 
bahkan sudah mendarah daging. Korupsi di Indonesia telah menjalar di hampir 
seluruh sisi dan tingkat kehidupan. Selain merambah di tingkat paling rendah, 
korupsi juga menjangkit birokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga 
militer, dunia usaha, perbankan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan 
lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kehakiman dan 
kejaksaan (Muzadi, 2006).  
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Pemerintah pada hakekatnya adalah untuk pelayanan masyarakat ia 
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat 
serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya (Rasyid, 1998). Namun dalam kenyataannya di 
Indonesia, sektor publik sedang mengalami goncangan akibat banyaknya 
ditemukan penyimpangan. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja 
Daerah atau APBD merupakan salah satu area yang rawan korupsi. Titik rawan 
terjadinya korupsi dalam proses penganggaran APBD yang ada pada tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi.  
Anggaran merupakan instrument perencanaan dan pengendalian 
manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik untuk 
diketahui, diberikan masukan,  dikritik, serta dapat untuk diperdebatkan 
(Mahmudi, 2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia mulai dari tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang telah disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.  
Dalam reformasi otonomi daerah terdapat beberapa perubahan dalam 
hubungan eksekutif dengan legislatif. Salah satu perubahan tersebut adalah 
eksekutif dan legislatif mempunyai otoritas penuh dalam menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. 
Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan dana dibarengi dengan 
dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi 
keuangan daerah (Halim, 2003). Akuntabilitas, partisipasi serta transparansi yang 
merupakan unsur dari Good Goverment Governance merupakan paradigma baru 
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yang harus terwujud dalam proses penganggaran. Berdasarkan Keputusan 
Manteri dalam Negeri No. 13/2006 tentang tata cara penyusunan anggaran yang 
mengalami berbagai perubahan diantaranya bertumpu pada kepentingan publik, 
dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah, dikelola dengan 
pendekatan performance oriented, prinsip transparansi dan akuntabilitas, 
menumbuhkan profesionalisme kerja,dan memperhatikan prinsip value for money 
(Maulana, 2016). 
Euforia pekembangan otonomi daerah memunculkan dampak positif yang 
diiringi dengan dampak negatif. Menurut Khudori (2004) dampak yang menonjol 
adalah munculya “kejahatan institusional” yaitu korupsi. Sudah banyak kasus 
korupsi yang melibatkan anggota DPRD, misalnya kasus penganggaran pesangon 
yang menyeret 45 anggota DPRD di Kampar dan telah dijadikan tersangka. 
Kasus di Kota Padang dimana, 43 anggota DRPD telah dijatuhi vonis karena 
merugikan uang negara sebanyak 10,4 M. Demikian pula kasus DPRD Bali  yang 
telah melakukan penggelapan uang Tirtayatra (persembahyangan di India) 
sejumlah 112 juta dan masih banyak lagi (Wahyudi dan Sopanah, 2010). Kasus 
lain yang membuat citra anggota legislatif semakin tercoreng adalah kasus 
korupsi E-KTP yang menjerat ketua DPD RI Setya Novanto. Pada kasus korupsi 
proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP, Novanto sudah ditetapkan 
sebagai tersangka untuk kali kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
(Kompas, 2017). Adapun penetapan tersangkanya yang pertama gugur karena 
Novanto memenangkan gugatan praperadilan.  
Selain itu di Provinsi Sulawesi Barat juga terjadi dugaan kasus korupsi 
APBD yang diduga merugikan negara sebanyak Rp 80 Milliar dan kasus tersebut 
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masih bergulir dipengadilan (Kompas, 2017). Sampai saat ini telah ditetapkan 4 
tersangka yaitu ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu Andi Manppangara 
dan 3 Wakilnya yaitu Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun. 
Namun penetapan 4 tersangka tersebut tidak membuat KEJATI SulSelBar 
berhenti, pemeriksaan selanjutnya dilakukan kepada anggota DPRD lainnya.  
Berdasarkan teori Triangle seseorang melakukan tindakan kecurangan 
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan atau peluang dan yang 
terakhir rasionalisasi atau pembenaran. Sedangkan dalam teori GONE terdapat 
empat faktor tindakan kecurangan yaitu Greedy (keserakahan), Opportunity 
(peluang atau kesempatan), Need (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). 
Greedy atau keserakahan adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang 
secara potensial ada di dalam diri setiap orang; opportunitiy atau kesempatan 
adalah berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang 
sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan 
kecurangan; Need atau kebutuhan adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang 
dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar; 
Exposure atau pengungkapan adalah berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi 
yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan 
kecurangan (Bologna dalam Lisa, 2013).  
Perilaku merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan 
di pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
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anggota DPRD atau anggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku 
parlemen tersebut dapat memengaruhi penyebab dari perilaku tindakan korupsi 
APBD yang melibatkan pejabat daerah yaitu anggota DPRD. 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 
“Pengaruh Greedy, Opportunity, Need, Dan Exposure erhadap Perilaku 
Tindakan Korupsi APBD dengan Parlement Behavior sebagai Variabel 
Moderating (Studi Pada DPRD Kab. Polewali Mandar)” 
B. Rumusan Masalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan area paling rawan 
yang terjadi tindakan korupsi. Sudah banyak kasus yang terjadi yang melibatkan 
pemerintah daerah salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Barat, dimana 
Provinsi tersebut diduga telah melakukan tindakan korupsi atas dana APBD 
tahun 2016 dan kasus tersebut telah menjadikan ketua DPRD Prov. Sulbar 
sebagai tersangka. Permasalahan penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan 
penelitian yaitu:  
1. Apakah greedy berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
2. Apakah opportunity berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD? 
3. Apakah need berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
4. Apakah exposure berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD? 
5. Apakah parlement behavior mampu memoderasi hubungan greedy 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
7 
 
 
6. Apakah parlement behavior mampu memoderasi hubungan opportunity 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
7. Apakah parlement behavior mampu memoderasi hubungan need 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
8. Apakah parlement behavior mampu memoderasi hubungan exposure 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD? 
C. Pengembangan Hipotesis 
1. Pengaruh greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Greedy atau keserakahan merupakan salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi tindakan menyimpang yaitu korupsi. Greedy atau keserakahan 
adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di 
dalam diri setiap orang ( Bologna dalam Lisa, 2013). Sifat serakah dalam diri 
seseorang disebabkan oleh tidak adanya rasa syukur di dalam diri atas 
kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Seseorang yang melakukan 
tindakan korupsi tidak puas akan keaadaan dirinya. Pada saat memiliki setumpuk 
uang sebukit, berhasrat untuk memiliki setumpuk uang segunung. 
Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk (2017) yang bertujuan untuk 
mengetahui penyebab kecurangan akademik pada mahasiswi akuntansi di Bali. 
Adapun hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa greedy berpengaruh positif 
terhadap perilaku kecurangan. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Zaini (2015), Ismatullah dan Eriswanto (2016), dan Hasanah 
dan Diana (2018) yang menyatakan bahwa greedy berpengaruh terhadap 
kecurangan. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H1: Greedy berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
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2. Pengaruh Opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Opportunities atau kesempatan merupakan faktor eksternal yang 
mempengaruhi perilaku tindakan korupsi. Opportunity adalah berkaitan dengan 
keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga 
terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (Bologna 
dalam Lisa, 2013). Seseorang atau kelompok awalnya tidak memiliki niat untuk 
melakukan tindakan kecurangan tetapi dikarenakan keadaan yang memungkinkan 
seseorang bisa saja melakukan tindakan kecurangan.  
Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk (2017) membuktikan bahwa 
kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2013) dan Pamungkas 
(2015), Becker et al (2006), Rangkuti (2011), dan Hasanah dan Diana (2018) 
yang menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kecurangan. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H2: Opportunity berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
3. Pengaruh Need terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Need atau kebutuhan merupakan faktor internal lainnya yang 
mempengaruhi perilaku tindakan korupsi. Need adalah berkaitan dengan faktor-
faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang 
wajar (Bologna dalam Lisa, 2013). Kebutuhan yang mendesak hingga kebutuhan 
yang tidak tergolong mendesak menjadikan seseorang melakukan tindakan 
menyimpang dan hal tersebut dilakukan untuk menunjang hidup yang wajar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk (2017) yang bertujuan untuk 
mengetahui penyebab kecurangan akademik pada mahasiswi akuntansi di Bali. 
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Adapun hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa need berpengaruh positif 
terhadap perilaku kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan Zaini (2015), 
Ismatullah dan Eriswanto (2016), dan Hasanah dan Diana (2018), yang 
menyatakan bahwa kebutuhan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Dari 
uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H3: Need berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
4. Pengaruh Exposure  terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Exposure atau pengungkapan merupakan faktor eksternal lainnya yang 
mempengaruhi perilaku tindakan korupsi. Exposure adalah berkaitan dengan 
tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku 
ditemukan melakukan kecurangan. Konsekuensi yang didapatkan oleh calon 
pelaku dan pelaku kecurangan terkadang tidak memberikan efek untuk tidak 
melakukan kecurangan (Bologna dalam Lisa, 2013)..  
Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk (2015) membuktikan bahwa 
exposure berpengaruh positif terhadap kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2015) dan dan Hasanah dan Diana (2018), 
yang menyatakan bahwa exposure berpengaruh positif terhadap tindakan 
kecurangan. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H4: Exposure berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
5. Parlement Behavior memoderasi pengaruh Greedy terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD 
Greedy atau keserakahan merupakan salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan menyimpang 
yaitu tindakan korupsi. Greedy atau keserakahan adalah berkaitan dengan adanya 
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perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang ( Bologna 
dalam Lisa, 2013). 
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan di 
pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau anggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuasaannya. Perilaku anggota 
DPRD diatur dalam pasal 90 tentang sikap dan perilaku anggota DPRD 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 yang 
memuat beberapa ketentuan. Oleh karena itu tindakan korupsi APBD yang 
terjadi disebabkan adanya sifat serakah dalam diri individu dan dipengaruhi oleh 
perilaku parlemen yang mempunyai wewenang dalam menyusun APBD. Maka 
hipotesis yang diajukan adalah: 
H5: Parlement Behavior memoderasi pengaruh Greedy  terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD 
6. Parlement Behavior memoderasi pengaruh Opportunity terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD 
Opportunities atau kesempatan merupakan salah satu faktor eksternal yang 
mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan kecurangan 
yaitu korupsi. Opportunity adalah berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi 
atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi 
seseorang untuk melakukan kecurangan ( Bologna dalam Lisa, 2013).  
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Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan 
dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau anggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainnya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku 
anggota DPRD diatur dalam pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat 
beberapa ketentuan. Oleh karena itu tindakan korupsi APBD yang terjadi 
disebabkan adanya kesempatan dalam melakukan tindakan penyimpangan dan 
dipengaruhi oleh perilaku parlemen yang mempunyai wewenang dalam 
menyusun APBD. Maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H6: Parlement Behavior memoderasi pengaruh Opportunity  terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD 
7. Parlement Behavior memoderasi pengaruh Need terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD 
Need atau kebutuhan merupakan faktor internal lainnya yang 
mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan menyimpang 
yaitu tindakan korupsi. Kebutuhan adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang 
dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar 
(Bologna dalam Lisa, 2013).  
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan di 
pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
12 
 
 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku anggota 
DPRD diatur dalam pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. 
Oleh karena itu tindakan korupsi APBD yang terjadi disebabkan kareana adanya 
kebutuhan individu sehingga melakukan  tindakan penyimpangan dan tindakan 
tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku parlemen yang mempunyai wewenang 
dalam menyusun APBD. Maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H7: Parlement Behavior memoderasi pengaruh Need terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD 
8. Parlement Behavior memoderasi pengaruh Exposure terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD 
Exposure atau pengungkapan merupakan faktor eksternal lainnya yang 
mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan menyimpang 
yaitu tindakan korupsi. Exposure adalah berkaitan dengan tindakan atau 
konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan 
melakukan kecurangan (Bologna dalam Lisa, 2013).  
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan di 
pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
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yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku anggota 
DPRD diatur dalam pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. 
Oleh karena itu tindakan korupsi APBD yang terjadi disebabkan kareana tidak 
adanya pengungkapan sehingga individu melakukan tindakan penyimpangan dan 
tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku parlemen yang mempunyai 
wewenang dalam menyusun APBD. Maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H8: Parlement Behavior memoderasi pengaruh Exposure  terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
a. Variabel Dependen 
Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama, 
dimana variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen (X). Dalam penelitian 
ini yang menjadi variabel dependen adalah perilaku tindakan korupsi APBD. 
Korupsi APBD merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan individu atau 
kelompok dengan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok dan tindakan tersebut merugikan masyarakat dan negara. 
Variabel perilaku tindakan korupsi APBD dalam penelitian ini diukur 
dengan menggunakan skala likert (likert scale) yang menggunkan lima angka 
penilaian yaitu : (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak 
setuju dan (1) sangat tidak setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah 
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responden setuju atau tidak setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian 
tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014). Adapun Variabel dependen dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner Wahyudi dan Sopanah (2010) 
menggunakan sebelas item pernyataan.  
Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya: 
1) Penyelewengan dengan mark up anggaran 
2) Penyelewengan dengan titipan anggaran 
3) Peneyelewengan dengan duplikat anggaran 
b. Variabel Independen 
Variabel independen (Y) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 
variabel dependen (X) sehingga kedua variabel tersebut akan mempunyai 
hubungan yang positif ataupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini 
yaitu: 
Greedy (X1) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu 
dalam melakukan tindakan menyimpang yaitu kecurangan (Indrawati dkk, 2017). 
Greedy atau keserakahan adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang 
secara potensial ada di dalam diri setiap orang ( Bologna dalam Lisa, 2013). 
Variabel Greedy dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
likert (likert scale) yang menggunkan lima angka penilaian yaitu : (5) sangat 
setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak 
setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah responden setuju atau tidak 
setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan 
Supomo, 2014).Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Zaini 
(2015) menggunakan lima item pernyataan. Adapun Variabel Greedy terdiri atas 
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beberapa indikator, diantaranya: 
1) Anggota DPRD belum merasa puas dengan gaji yang telah 
didapatkannya. 
2) Anggota DPRD pelit dalam berbagi ilmu karena takut tersaingi. 
3) Anggota DPRD ingin tetap dilihat unggul dari yang lainnya. 
4) Anggota DPRD tidak memberikan pencapaian kinerja agar mengurangi 
persaingan. 
5) Anggota DPRD melakukan kebohongan untuk menyembunyikan 
kesalahan yang dilakukan 
Opportunity (X2) atau kesempatan merupakan salah satu faktor eksternal 
yang mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan 
kecurangan (Indrawati dkk, 2017). Opportunity adalah berkaitan dengan keadaan 
organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka 
kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan (Bologna dalam Lisa, 
2013). Salah satu imbas dari pengawasan yang lemah adalah terjadinya praktik 
kecurangan karena dengan demikian dapat memberikan kesempatan kepada 
manajer untuk melakukan tindakan menyimpang (Andayani dalam  Sihombing, 
2014).  
Variabel kesempatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert (likert scale) yang menggunkan lima angka penilaian yaitu : (5) sangat 
setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak 
setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah responden setuju atau tidak 
setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan 
Supomo, 2014). Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Wahyudi 
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dan Sopanah (2010) menggunakan tujuh item pernyataan. Variabel kesempatan 
terdiri atas beberapa indikator, diantaranya: 
1) Adanya tumpang tindih pengawasan. 
2) Profesionalisme pengawas. 
3) Kurang kordinasi antar pengawas. 
4) Kurangnya kepatuhan terhadap etika 
Need (X3)  atau kebutuhan merupakan faktor internal lainnya yang 
mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan menyimpang 
yaitu kecurangan (Indrawati dkk, 2017). Kebutuhan adalah berkaitan dengan 
faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya 
yang wajar  (Bologna dalam Lisa, 2013).  
Variabel kebutuhan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
likert (likert scale) yang menggunkan lima angka penilaian yaitu : (5) sangat 
setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak 
setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah responden setuju atau tidak 
setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan 
Supomo, 2014). Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Zaini 
(2015) menggunakan enam item pernyataan. Variabel kebutuhan terdiri atas 
beberapa indikator, diantaranya: 
1) Kebutuhan anggota DPRD akan gaya hidup konsumtif dan gaya hidup 
mewah. 
2) Kebutuhan hidup yang mendesak. 
3) Kebutuhan dalam mendapatkan gaji yang tinggi. 
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4) Anggota DPRD ingin mengembalikan  modal. 
5) Anggota DPRD melakukan kecurangan untuk menghabiskan anggaran 
Exposure (X4) atau pengungkapan merupakan faktor eksternal lainnya 
yang mempengaruhi individu atau kelompok dalam melakukan tindakan 
menyimpang yaitu tindakan kecurangan (Indrawati dkk, 2017). Exposure adalah 
berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku 
kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. (Bologna dalam 
Lisa, 2013).  
Variabel pengungkapan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert (likert scale) yang menggunkan lima angka penilaian yaitu : (5) 
sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat 
tidak setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah responden setuju atau 
tidak setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan 
Supomo, 2014). Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Zaini 
(2015) menggunakan enam item pernyataan. Variabel exposure terdiri atas 
beberapa indikator, diantaranya: 
1) Peraturan yang monolistik dan menguntungkan kerabat sehingga tidak 
ada tindakan yang tegas sesuai dengan aturan yang.  
2) Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. 
3) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan. 
4) Sanksi yang terlalu ringan. 
5) Sanksi tidak konsisten dan pandang bulu. 
6) Anggota DPRD berani melakukan korupsi karena lemahnya bidang 
evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan 
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c. Variabel Moderating 
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan di 
pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Oleh karena itu 
tindakan korupsi APBD yang terjadi disebabkan kareana tidak adanya 
pengungkapan sehingga individu melakukan tindakan penyimpangan dan 
tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku parlemen yang mempunyai 
wewenang dalam menyusun APBD. 
Variabel Parlement Behavior (ZM) dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan skala likert (likert scale) yang menggunkan lima angka penilaian 
yaitu : (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju dan 
(1) sangat tidak setuju. Skala likert bertujuan untuk megetahui apakah responden 
setuju atau tidak setuju terhadap suatu subyek, obyek atau kejadian tertentu 
(Indriantoro dan Supomo, 2014). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 
indikator dari (Helmuth, 2011). Variabel parlement behavior menggunakan 
indikator ketaatan terhadap aturan, meliputi: 
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2) Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa; 
3) Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia; 
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4) Memiliki integritas tinggi dan jujur; 
5) Menegakkan kebenaran dan keadilan; 
6) Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan 
suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jeniskelamin; 
7) Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD 
daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajibanDPRD; dan 
8) Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota 
DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen 
yaitu, Greedy, Opportunity, Need dan Exposure tehadap perilaku tindakan korupsi 
APBD dengan parlement behavior sebagai variabel moderating. Penelitian ini 
dilakukan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar. 
E. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.1 
 Penelitian Terdahulu 
NO. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Indrawati, 
dkk. 2017 
Pengaruh Greed, 
Opportunity, Need, 
Exposure Terhadap 
Perilaku Kecurangan 
Akademik Pada 
Mahasiswa Akuntansi 
Program S1 Negeri Di 
Bali. 
Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa Greed, Opportunity, 
Need Dan Exposure secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap perilaku kecurangan 
akademik pada mahasiswa 
Akuntansi S1 pada di 
Universitas Negeri Di Bali. 
2. Ismatullah dan 
Eriswanto. 
2016 
Analisa Pengaruh Teori 
GONE Fraud Terhadap 
Academic Fraud Di 
Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa Greed dan Need 
berpengaruh terhadap 
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Universitas 
Muhammadiyah 
Sukabumi   
kecurangan akademik 
sedangkan Opportunity dan 
Exposure tidaka berpengaruh 
terhadap kecurangan akademik. 
3. Apriani, dkk. 
2017 
Pengaruh Pressure, 
Opportunity, dan 
Rationalization 
Terhadap Perilaku 
Kecurangan Akademik 
(Studi pada Mahasiswa 
Akuntansi S1 
Universitas Pendidikan 
Ganesaha) 
Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa pressure, dan 
rationalization  secara parsial 
berpengaruh signifikan 
terhadap perilaku kecurangan, 
Sementara opportunity secara 
parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku 
kecurangan akademik  
4. Istianah, dkk. 
2015 
Faktor-Faktor Yang 
Memotivasi Tindakan 
Korupsi   Pada 
Anggaran Di Kab. 
Tegal   
 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa aspek prilaku individu 
dan aspek peraturan UU 
berpengaruh signifikan 
terhadap terjadinya korupsi 
APBD. Sementara aspek 
organisasi kepemerintahan dan 
pengawasan tidak berpengaruh 
secara signifikan. 
5. Maulana, 
2016. 
Presepsi Masyarakat 
Terhadap Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi 
Korupsi 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa baik 
secara simultan maupun parsial 
perilaku individu, kelembagaan 
pemerintah daerah, penerapan 
perundangundangan, dan 
pengawasan berpengaruh 
signifikan terhadap korupsi 
APBD. 
 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh greedy terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD 
2. Untuk mengetahui pengaruh opportunity terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD  
3. Untuk mengetahui pengaruh need terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD  
21 
 
 
4. Untuk mengetahui pengaruh exposure terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD 
5. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi parlement behavior terhadap 
hubungan greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
6. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi parlement behavior terhadap 
hubungan opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
7. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi parlement behavior terhadap 
hubungan needs terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
8. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi parlement behavior terhadap 
hubungan exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
G. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis dalam penelitian yaitu, diharapkan dapat mampu 
menjelaskan teori yang telah ada yaitu GONE theory yang 
dikemukakan oleh Jack Boulugne  (2006). Teori yang dikemukakan 
oleh Jack Boulugne menyubutkan bahwa tindakan kecurangan 
disebabkan oleh empat faktor dimana empat faktor tersebut merupakan 
kepanjangan dari gone yaitu, Greedy (keserakahan), Opportunity 
(Kesempatan), Need (Kebutuhan), dan Exposure (Pengungkapan).  
Selain itu diharapkan juga untuk menjelaskan Agency theory yang 
dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam 
Agency theory pada sektor publik yang menjadi principal adalah rakyat 
dan yang menjadi agen adalah pemerintah. Perbedaan kepentinga antara 
principal dan agen inilah yang menimbulkan fraud atau kecurangan. 
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2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini dapat mengetahui penyebab-
penyebab tindakan menyimpang yaitu korupsi dan memberikan 
sumbangsih dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia yang 
telah mendarah daging. Dengan penilitian ini pemerintah dapat 
mencegah  dan menyusun langkah-langkah aktual untuk memberantas 
korupsi yang terjadi di pemerintah daerah khususnya area-area yang 
rawan korupsi seperti dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Serta 
dapat dijadikan dasar pembelajaran dan referensi untuk  pemerintah 
daerah di seluruh indonesia untuk mebenahi diri dan menciptakan 
pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. GONE Theory 
Teori GONE pertama kali dikemukakan oleh Jack bologne tahun 2006. 
Dalam teori GONE dikatakan bahwa terdapat faktor faktor yang menyebabkan 
terjadinya kecurangan meliputi Greedy atau keserakahan, berkaitan dengan 
adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang; 
Opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi 
atau masyarakat yang sedemikian rupa,sehingga terbuka kesempatan bagi 
seseorang untuk melakukan kecurangan; Need atau kebutuhan, berkaitan dengan 
faktor faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang 
wajar; Exposures atau pengungkapan , berkaitan dengan tindakan atau 
konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan 
melakukan kecurangan (Bologna dalam Lisa, 2013). 
Faktor-faktor greedy dan need berkaitan dengan individu dari  pelaku 
tindakan kecurangan atau fraud, yaitu individu atau kelompok baik dalam internal 
dan eksternal suatu organisasi yang melakukan kecurangan yang merugikan pihak 
lain. Sedangkan faktor-faktor opportunity dan exposures berkaitan dengan pihak 
korban atas perbuatan kecurangan yang terjadi yaitu organisasi, instansi, 
masyarakat yang kepentingannya dirugikan. 
B. Perilaku Tindakan Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(APBD) 
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi 
Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, membagi Fraud  atau kecurangan dalam 3 
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jenis berdasarkan perbuatan yaitu penyimpangan atas aset atau Asset 
Misappropriation, pernyataan palsu atau salah pernyataan atau Fraudulent 
Statement, dan korupsi atau Corruption. Korupsi merupakan jenis fraud ini yang 
paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti 
suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di 
negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang 
kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih 
dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak 
yang bekerja sama menikmati keuntungan  atau simbiosis mutualisma.  
Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap 
orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara.  
Perilaku Tindakan Korupsi sesuai dengan beberapa konsep, yang pertama 
adalah sifat individualisme, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri. Sifat 
individualisme mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua 
adalah hedonisme, yaitu gemar hurahura. Kehidupan hanya digambarkan sebagai 
kesenangan belaka dan tidak ada kerja keras. Ketiga sekularisme, yaitu sikap yang 
memisahkan antara agama dan urusan dunia. Agama hanya di pandang sebagai 
proses ritual yang kadang-kadang bertentangan dengan kesenangan dunia. Dan 
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yang terakhir adalah konsumerisme, yaitu sifat menghamburhamburkan uang 
untuk sesuatu yang tidak perlu. Barang lebih di tentukan oleh gaya bukan 
fungsinya (Sutardi dalam Patricia dan Handayani, 2014).    
Di Indonesia permasalahan korupsi sudah menjadi semakin akut yang 
mengakibatkan terhambatnya perkembangan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, 
dan teknologi. Kasus korupsi yang banyak terkuak dipermukaan membuat instansi 
pemerintahan mengalami goncangan yang dahsyat dan semakin mengurangi rasa 
kepercayaan masyarakat Indonesia pada instansi pemerintahan dimana tujuan 
utama mereka didirikan adalah untuk pelayannan masyarakat. Perencanaan 
Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu area yang rawan 
korupsi. Titik rawan terjadinya korupsi dalam proses penganggaran APBD ada 
pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan 
evaluasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, 
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada sektor 
publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik 
Anggaran merupakan instrument perencana dan pengendalian manajemen yang 
berperan penting dalam organisasi sektor publik untuk diketahui, diberikan 
masukan, dikritik, serta dapat untuk diperdebatkan, Mahmudi (2011).  
Islam sangat mengharamkan tindakan korupsi, karena tindakan tersebut 
merupakan suatu kejahatan yang merugikan pihak lain karena sifatnya yang 
cenderung memperkaya diri-sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan 
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ditimbulkan baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun dalam Al-Qur‟an secara 
harfiah tidak ditemukan kata korupsi, namun jika dilihat dari maknanya maka 
terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan perbuatan korupsi. 
Adapaun salah satu ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah Ayat 188:  
 
وَ وَ  بِ   كُ وَوأۡ وَ   كُ 
وَ  وَ أۡ 
وَ
  
اْ
 ٌوٓ كُ كُ
أۡ
 وَ   بِ بِ  
وَ 
أۡ
   
وَ
لَبِإ 
وٓ ا ًوَ بِ   
اْ
 ٌ كُ ل أۡدكُ وَ   بِ كَّا كُ
أۡ
ٱ  اٗقيبِر
وَف 
اْ
 ٌ كُ كُ
أۡ
 وَ بِلِ 
 بِل وَ أۡ 
وَ
  أۡنبِ    بِااكَّاٱ  بِ   بِ
أۡ بِ
أۡ
ٱ  وَنٌ كُموَ أۡعوَت أۡ كُته
وَ
 وَ  ١٨٨  
Terjemahan : 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui”. 
 
C. Parlement Behavior 
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan di 
pengaruhi oleh adat, sikap, emosi ,nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan/atau 
genetika (Doroles, 2005). Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu 
adalah kekuasaan, sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku 
yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya 
anggota DPRD atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu lainya karena dipengaruhi oleh kekuasaannya.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat yang berfungsi sebangai penyelenggara pemerintah daerah 
baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat 
melaluli pemelihan umum yang berlangsung selama lima tahun sekali. Dalam 
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struktur oragansasi pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 
3 orang wakil ketua. 
Untuk memaksimalkan kinerja para anggota DPRD yang merupakan 
jembatan penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan demi 
tercapainya keberhasilan pemerintah daerah, maka  maka dibentuklah suatu kode 
etik yang bertujuan sebagai patokan tentang sikap dan perilaku. Perilaku anggota 
DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang pedoman 
penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 90 mengenai 
sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 
(3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain: 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa; 
3. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia; 
4. memiliki integritas tinggi dan jujur; 
5. menegakkan kebenaran dan keadilan; 
6. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan 
suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jeniskelamin; 
7. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD 
daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajibanDPRD; dan 
8. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota 
DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Peraturan pemerintah Indonesia tersebut tentunya wajib untuk dipatuhi para 
anggota-anggota DPRD selama masa jabatan. Kode etik profesi tentunya hanya 
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berlaku efektif apabila dijiwai dan dihayati oleh cita-cita dan nilai-nilai yang 
hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri (Lonto dan Pangalila, 2013). Etika 
dan moral juga harus dipertimbangkan karena menurut Syamsuddin (2013) faktor 
etika dan moral sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa 
dan negara ini dan sangat menentukan bentuk dan wujud serta karakter peraturan 
yang dihasilkan dan kondisi masyarakat yang akan diciptakan dengan peraturan 
tersebut.  
D. Greedy (Keserakahan) 
Greedy atau keserakahan adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah 
yang secara potensial ada di dalam diri setiap manusia (Bologna dalam Lisa, 
2013). Keserakahan  merupakan salah satu faktor pendorong seseorang 
melakukan kecurangan. Seseorang akan melakukan tindakan kecurangan karena 
pada dasarnya manusia memiliki sifat serakah, tak pernah merasa puas mengenai 
apa yang sudah dimiliki dan tidak puas dengan apa yang didapatkan.  Sifat 
serakah dalam diri individu disebabkan karena tidak adanya rasa syukur atas 
nikmat Allah swt. yang telah diberikan kepadanya. 
Korupsi disebut juga corruption by greedy atau korupsi akibat keserakahan 
karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara materil (Kuntadi, 2015). 
Indivudu melakukan tindakan korupsi karena tidak adanya rasa puas terhadap apa 
yang dimiliki. Ketika individu sudah memiliki setumpuk uang maka mereka 
berhasrat untuk memiliki uang setinngi gunung. Hasrat untuk menambah 
kekayaan tentunya hal yang lumrah bagi setiap individu namun ketika jalan yang 
ditempuh adalah dengan cara salah maka hal tersebut tentunya tidak benar, 
apalagi tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat negara maupun daerah  yang 
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telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pejabat negara atau daerah 
dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya harus dilakukan semata-mata 
untuk kepentingan rakyat bukan untuk memperkaya diri sendiri atau 
kelompoknya. Dalam Al-Qur‟an, banyak terdapat  keterangan masalah rakus atau 
tamak, salah satunya yaitu Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah Ayat 96:   
 أۡ ًكُ كَّا وَد بِ وَ
وَ
لِ وَ  وَصوَر أۡح
وَ
   بِااكَّاٱ  وَنبِ وَ  ٖة  ٌ وَي وَح  
وَ وَعَل  وَن بِ
كَّا
ٱ  كُر كَّام وَع كُي ٌأۡ
وَ
ل أۡ كُي كُد وَح
وَ
  ُّدٌوَ وَ  ْۚ
اْ
 ٌ كُك وَ أۡشۡ
وَ
  
 بِى بِحبِ 
أۡحوَ كُمبِ   ٌوَ كُي ا وَ وَ  ٖ وَو وَ  
وَ أۡ 
وَ
 ۦ وَنبِ   بِ  
وَ وَع
أۡ
   وَ   وَر كَّام وَع كُي ن
وَ
   كُ كَّاٱ  وَن ٌكُ وَم أۡع وَي ا وَمبِ   ُۢ كُي بِصوَ  ٩٦  
Terjemahan:  
“Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak 
kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih tamak lagi) dari orang-orang 
musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal 
umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah 
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. 
 
Berdasarkan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa Allah swt. membenci 
orang-orang yang serakah karena sesorang yang memiliki sifat tersebut akan lalai 
dalam menyembah Allah swt. dan akan menghalalkan segala cara untuk 
memuaskan hasratnya tanpa melihat hak-hak orang lain. Dalam agama islam, kita 
dituntun untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Adapun 
menurut Al-Qorni (1999) penyebab hati seseorang terjangkit penyakit sifat 
serakah adalah sebagai berikut: 
1. Cinta dunia 
2.  Bodoh dalam memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya 
ia berkewajiban saling menolong, bukan saling iri hati antara sesama. 
3. Tidak mengimani qadha dan qadar Allah atas nasib dirinya, sesuai 
dengan kadar usahanya. 
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E. Opportunity (Kesempatan) 
Opportunity atau kesempatan adalah situasi yang membuka peluang untuk 
memungkinkan terjadinya suatu kecurangan terjadi. Menurut Gagola dalam 
Ratmono dkk (2014), kesempatan akan timbul saat sistem pengendalian sudah 
lemah dan individu akan melakukan kecurangan apabila ada kesempatan. 
Kesempatan dianggap faktor pemicu seseorang melakukan fraud karena jika 
seorang pelaku fraud  tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka 
fraud tidak akan terjadi, hal tersebut didukung oleh berbagai teori. Selain dari 
green teori dalam penelitian ini yaitu teori GONE, teori lain yang mendukung 
adalah Triangle theory yang dikemukakan oleh Creessey tahun 1940-an, Diamond 
theory yang dikemukakan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson tahun 
2004 , dan Pantagon theory yang dikemukakan oleh Crowe Howarth tahun 2011. 
Istilah pepatah yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita dikatakan bahwa 
”kejahatan bukan dari niat dari pelaku, melainkan adanya kesempatan”, sehingga 
kemungkinan kecurangan yang terjadi di sektor publik secara tidak langsung 
diberikan secara percuma oleh sistem pemerintahan. Menurut Albrecht (2012) 
dalam Apriani dkk (2017) kesempatan merupakan sebuah situasi yang 
memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan, sebuah situasi yang 
dianggap aman oleh pelaku untuk berbuat curang dengan anggapan tindakan 
kecurangannya tidak akan terdeteksi. Kecurangan yang terjadi diakibatkan oleh 
kesempatan bisa diminimalisir dengan cara memperbaiki sistem pengawasan. 
Andayani (2010) dalam Sihombing (2014) menyatakan bahwa terjadinya 
praktik kecurangan (fraud) merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau 
monitoring yang lemah, sehingga memberikan kesempatan kepada manajer untuk 
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berperilaku menyimpang. Untuk menghindari praktek korupsi maka dapat 
dilakukan dengan mengefektifkan pengawasan, sehingga instansi yang terkait 
tidak leluasa melakukan tindakan menyimpang yaitu korupsi. Selain pemerintah, 
masyarakat juga harus ikut andil unuk mengefektifkan sistem pengawasan pada 
pemerintahan. Khaeruddin dan Erlanda (2016) mengatakan bahwa agar 
masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggara urusan 
publik dan mencegah korupsi maka pemerintah daerah sebaiknya lebih 
meningkatkan transparansi dengan menginformasikan  setiap perencanaan, 
penyusunan, dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada 
publik. Dalam proses penyusunan APBD masyarakat harus ikut berperan aktif 
sehingga dalam proses tersebut bertumpu pada kepentingan publik bukan 
bertumpu pada kepentingan pribadi maupun kelompok.  
F. Need (Kebutuhan) 
Need atau kebutuhan adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan 
oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar (Bologna dalam 
Lisa, 2013). Need atau kebutuhan merupakan faktor internal yang melekat dalam 
diri seseorang dalam melakukan tindakan menyimpang. Kurniawan (2013), 
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih 
sehingga dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhannya 
meskipun harus dengan melakukan kecurangan sekalipun.  
Kebutuhan yang mungkin menjadi penyebab terjadinya korupsi juga 
didukung oleh beberapa teori selain dari green teori dalam penelitian ini. Salah 
satu teori yang terkait adalah teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham 
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Maslow. Maslow berpendapat ada lima tingkat kebutuhan manusia, mulai dari 
kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan tertinggi yaitu 
aktualisasi diri. Menurut Maslow, induvidu akan termotivasi untuk memenuhi 
kebutuhan yang paling menonjol, atau paling kuat, bagi mereka pada waktu 
tertentu. Setelah puas, baru induvidu tersebut mempunyai keinginan untuk 
memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Berdaskan teori Maslow dapat 
dikatakan bahwa perilaku korupsi itu dilakukan karena adanya kebutuhan setiap 
individu. 
Individu yang mempunyai gaya hidup yang konsumtif tetapi tidak 
sebanding dengan pendapatan yang diterima tidak menutup kemungkinan untuk 
melakukan tindakan menyimpang yaitu korupsi untuk memenuhi segala 
kebutuhannya. Berdasarkan kasus korupsi yang terjadi terbukti bahwa banyak 
dana/anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin, sementara dana yang 
digunakan untuk pelayanan masyarakat relatif kecil. Kegiatan rutin termasuk di 
dalamnya untuk pemeliharaan mobil yang pemakaiannya tidak hanya untuk 
kepentingan dinas tetapi juga digunakan pada saat-saat libur, belanja keluarga dan 
kepentingan keluarga lainnya (Widyastuti, 2015). Penyebab kasus korupsi yang 
terjadi di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh faktor kebutuhan para pelaku 
korupsi. 
G. Exposure (Pengungkapan) 
Menurut Bologna dalam Lisa (2013), menyatakan bahwa Exposure atau 
pengungkapan  adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban 
tindakan kecurangan. Exposure atau pengungkapan  berkaitan dengan tindakan 
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atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan 
melakukan kecurangan. Pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak 
terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku 
yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi 
yang berat apabila perbuatannya terungkap. 
Pengungkapan yang mungkin menjadi penyebab terjadinya korupsi juga 
didukung oleh teori selain dari green teori dalam penelitian ini. Salah satu teori 
yang terkait adalah teori pencegahan yang dikemukakan oleh  Anselm Von 
Feurbach mengenai psychologische zwang. Anselm mengatakan  apabila setiap 
orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum  itu diancam dengan 
pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan 
yang dilakukannya sehingga tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat 
sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapatkan tekanan atas 
ancaman pidana (Marlina, 2011) 
Tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena ada 
kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga eksekutif 
seperti bupati walikota dan lainnya dalam melakukan korupsi anggaran tidak 
hanya berdiri sendiri tetapi banyak pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat 
contohnya seperti dalam penentuan tender pembangunan. Kasus yang terjadi 
merupakan penyebab dari lemahnya peraturan perundang-undangan dan hanya 
menguntungkan pihak tertentu (Wahyudi dan Sopanah, 2010). 
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H. Rerangka Teoretis 
Salah satu tindakan kecurangan menurut The Association of Certified Fraud 
Examiners adalah korupsi. Korupsi di Indonesia menjadi penyakit akut yang 
merambah dunia pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan area yang rawan terjadi tindakan 
korupsi hal tersebut di buktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang muncul 
dipermukaan. Berdasarkan teori GONE, individu atau kelompok melakukan 
kecurangan disebabkan oleh 4 hal, yaitu greedy, opportunity, need, dan exposure. 
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD selaku yang berwenang 
menyusun APBD juga didukung oleh perilaku parlemen yang tidak sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan. Berdasarkan Uraian tersebut, maka model rerangka 
teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 
Gambar 2.1 Rerangka Teoretis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korupsi APBD 
Need 
Expore 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
Greedy 
Opportunity 
Parlement Behavior 
 
 
35 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik. 
Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan  
untuk  meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu. Adapun pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat 
ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji 
hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status dari subjek 
yang diteliti (Kuncoro, 2013:12). Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan 
penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, kelompok atau organisasional, 
kejadian atau prosedur. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat Jalan H. A. 
Depu No 106. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah 
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian 
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deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini 
umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), 
kejadian atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 2013 : 26). 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 
orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 
atau menjadi obyek penelitian (Kuncoro, 2013:118). Adapun Populasi dalam 
penelitian ini adalah 45 Anggota DPRD dan 45 Pegawai DPRD Kab. Polewali 
Mandar. Sampel merupakan bagian dari popyang menjadi wakil dari populasi 
tersebut.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode 
purposive sampling yaitu teknik dimana dalam pengambilan sampel dilakukan 
dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu (Darmawati, 2015). Adapun kriteria 
tersebut adalah anggota DPRD dan pegawai kantor DPRD Kab. Polewali Mandar. 
Adapun kriteria yang digunakan adalah anggota DPRD dan pegawai yang bekerja 
di bagian anggaran sebanyak 60 orang. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 
Data subyek  adalah  jenis  data  penelitian  yang  berupa  opini,  sikap, dan 
karakteristik  dari  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menjadi  subyek  
penelitian (responden). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber 
data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak 
melalui media perantara (Rahmawati dan Usman, 2014). Data primer dalam 
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penelitian ini adalah  tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek  
penelitian  melalui kuesioner.Data Sekunder adalah data yang telah diolah dan 
diperoleh dari instansi setempat atau dari pihak-pihak yang terkait. 
Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang 
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung karena diperoleh melalui 
media perantara. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang telah 
dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan kemudian dipublikasikan. Media 
perantara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah melalui jurnal, 
buku, dan penilitian-pedelitian terdahulu. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara yaitu studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data 
dengan mengambil data terkait penelitian melalui internet, jurnal-jurnal publikasi, 
serta buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang 
di bahas. Sementara studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 
hal-hal yang ia ketahui (Sekaran, 2006).  Untuk memperoleh data yang lebih 
akurat, kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan 
mendatangi tempat responden di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
kemudian mengumpulkan kuesioner dan di analisis menggunakan SPSS 21 for 
windows. 
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F. Metode Analisis Data 
Seluruh penyajian analisi data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan bantuan program IBM SPSS 21 For Windows. Pada penelitian ini 
menggunakan teknik regresi liner. Alasan digunakannya regresi liner karena 
penelitian ini akan menguji greed, opportunity, need dan exposure terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. Metode analisis data menggunakan statistik 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan 
komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata 
(mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data 
penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: 
latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis data demografi lainnya. 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang 
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen 
tersebut valid. Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pernyataan  pada  
kuesioner  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  
tersebut.  
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Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 
1. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan 
tersebutadalah valid. 
2. Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan 
tersebutadalah ti dak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika 
jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot  atau pengukuran sekali 
saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 
dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pernyataan. SPSS 
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. Cronbach 
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach 
Alpha >0.60 atau lebih besar daripada 0.60. 
3. Uji Asumsi Klasik 
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil  yang 
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi 
harus  diuji  terlebih  dahulu  apakah  sudah  memenuhi  asumsi  klasik. Uji 
asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji normalitas 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi 
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ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: 
1) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 
dengan distribusi yang mendekati distrbusi normal, dan 
2) Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus 
diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 
diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang 
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 
(Ghozali, 2013 : 163). 
Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 
1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 
0,05 menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut 
memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat 
signifikansi 0,05 tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013 : 
165). 
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b. Uji  Multikolinearitas 
Model regresi berganda yang baik adalah model regresi  yang  variabel –
variabel  bebasnya tidak  memiliki  korelasi  yang  tinggi  atau bebas  dari  
multikolinearitas.  Deteksi adanya  multikolinearitas  dipergunakan nilai VIF 
(Varian Infalaction Factor). 
1. Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2. Jika nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas  digunakan  untuk mengetahui  apakah  terjadinya 
penyimpangan  model  karena  gangguan varian  yang  berbeda  antar  observasi  
satu ke observasi lain.  Untuk  menguji heteroskedastisitas  dengan melihat Grafik 
Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 
risidualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 
dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 
adalah risidual.Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitasadalah 
dengan uji Park. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolutresidual 
terhadap variabel dependen (Gujaranti, 2003 dalam Ghozali, 2013). Jikatingkat 
signifikannya di atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas 
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4. Uji Hipotesis 
Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan multiple regression untuk 
masing-masing sample, berdasarkan uji koefesien determinasi, uji signifikansi 
silmultan, uji signfikansi Parameter Individual (t statistik) R square. 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap 
variabel depanden dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linier berganda. 
Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel 
bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. 
Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 4.  
Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable 
dependen yaitu : 
Y= α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  e 
Keterangan : 
Y : Tindakan Korupsi APBD  
α : Konstanta 
X1 : Greedy 
X2 : Opportunity 
X3 : Need 
X4 : Exposure 
β1 :  Koefisien regresi Greedy 
43 
 
 
β2 :  Koefisien regresi Opportunity 
β3 :  Koefisien regresi Need 
β4 :  Koefisien regresi Exposure 
e    : error term 
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Residual 
Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun uji selisih nilai 
absolut mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolonieritas yang tinggi 
antar variabel independen dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi 
ordinary least square (OLS). Untuk mengatasi multikolonieritas ini, maka 
dikembangkan metode lain yang disebut uji residual. Langkah uji residual dapat 
digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Parlement Behavior 
 
 
Greed, Opportunity,      Perilaku Tindakan 
Need, dan Exposure      Korupsi APBD 
 
Lakukan regresi: Prevexp = a+b1 Salbegin + e   (1) 
   |e| = a + b1 Salary    (2) 
Analisis residual ingin menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari 
suatu model.Fokusnya adalah ketidakcocokkan (lack of fit) yang dihasilkan dari 
deviasi hubungan linear antar variabel independen. Lack of fit ditunjukkan oleh 
nilai residual didalam regresi.Dalam hal ini, jika terjadi yaitu Greed, Opportunity, 
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Need, dan Exposure yang tinggi dan parlement behavior (nilai residual kecil atau 
no) yaitu Greed, Opportunity, Need, dan Exposure yang tinggi dan parlement 
behavior juga tinggi, maka perilaku tindakan korupsi APBD juga tinggi. 
Sebaliknya jika terjadi ketidak cocokkan atau lack of fit antara Greed, 
Opportunity, Need, dan Exposure dan parlement behavior (nilai residual besar) 
yaitu Greed, Opportunity, Need, dan Exposure tinggi dan parlement behavior 
rendah, maka perilaku tindakan korupsi APBD akan rendah. 
Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang digunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013). 
Tabel 3.2 
Kriteria Penentuan Variabel Moderating 
No. Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signifikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
Keterangan: 
b2 : Variabel parlement behavior 
b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (greedy, 
opportunity, need dan exposure) dengan variabel perilaku tindakan 
korupsi APBD 
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c. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisiendeterminasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 mempunyai interval 
antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti 
variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: 
1) Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen tidak kuat. 
2) Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen kuat. 
d. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Dilakukan dengan 
dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas 
dengan α = 0,05: 
1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak 
2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
e. Uji Regresi Secara Parsial 
Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 
menunjukkan  pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap 
variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing 
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variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap 
variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig 
masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 
0,05. Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak 
2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar 
Kabupaten Polewali Mandar yang beribukota di Polewali terletak antara 
3º4„10" - 3º32„00" Lintang Selatan dan 118º40„27"- 119º29„41" Bujur Timur. 
Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km² yang meliputi 16 
(lima belas) kecamatan.  Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas wilayah 356,93 
Km² dan Kecamatan Bulo dengan luas 241,93 Km² merupakan 2 kecamatan yang 
terluas di Kabupaten Polewali Mandar ini. Luas kedua kecamatan tersebut 29,58% 
dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan yang 
terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 21,34 Km² (1,06% 
dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar). Secara geografis wilayah 
Kabupaten Polewali Mandar memiliki batas-batas sebagai berikut:  
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar - Selat Makassar. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 
Visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu “Terwujudnya Kemandirian 
Masyarakat Polewali Mandar Bernafaskan Ajaran Agama dan Nilai-nilai Budaya 
Sipamandar”. 
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Polewali Mandar menuju kondisi yang 
diharapkan, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 
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1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber 
kearifan dalam berintegrasi dengan tatanan kehidupan global; 
2. Melaksanakan agenda reformasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, 
transparansi, dan akuntabilitas; 
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang bebas dari 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
4. Penegakan supremasi hukum dan HAM untuk tumbuh dan berkembang 
kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; 
5. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana serta memaksimalisasi 
sektor-sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat; 
6. Meningkatkan SDM dan pemberdayaan aparat dan masyarakat dalam 
pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada kemandirian lokal; 
7. Mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap bentuk 
kemitraan pembangunan serta menciptakan iklim yang kondusif untuk 
memacu kehidupan perekonomian daerah; 
8. Mengembangkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah agropolitan 
dalam mengantisipasi pasar global. 
B. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
Sekretariat DPRD adalah satu satu perangkat pemerintah daerah 
 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas 
dan fungsi DPRD kabupaten/kota. DPRD itu sendiri adalah  lembaga perwakilan 
rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah.  Demikian yang di penjelasan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang 
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pemerintah daerah dan penjabarannya dalam PP no 16 tahun 2016 tentang 
organisasi perangkat daerah, bagian sekretariat  DPRD Kabupaten/kota. 
Sebagai unsur  pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan 
fungsi DPRD, maka selayaknya struktur organisasi yang dibentuk dapat 
menggambarkan unsur tersebut. Struktur Organisasi yang sekarang perlu 
dirombak, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru dan juga 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap kabupaten. 
Visi DPRD Kabupaten Polewali Mandar “Terwujudnya Tata Kelola 
Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel” 
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Polewali Mandar menuju kondisi yang 
diharapkan, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 
1. Meningkatnya Upaya Pencapaian Kinerja secara Optimal bagi DPRD dan 
Sekretariat DPRD. 
2. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sekretariat dan 
aspek intektual, administratif dan manajerial. 
3. Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan fasilitas kegiatan 
DPRD. 
4. Meningkatkan dukungan Anggaran yang memadai guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan alat - alat kelengkapan DPRD. 
5. Menyediakan ruangan publik sebagai sarana penyampaian Informasi dan 
menampung aspirasi rakyat 
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6. Peningkatan Upaya - upaya mendukung terciptanya hubungan yang 
harmonis antara eksekutif dan legislatif 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pelayanan terhadap administrasi perkantoran maupun 
pelayanan terhadap Anggota DPRD. 
2. Meningkatkan  Kwalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur dan 
Anggota DPRD  Kabupaten Polewali Mandar. 
3. Meningkatkan  Sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi 
Set – DPRD.  
4. Meningkatkan penyerapan Anggaran dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan kegiatan alat - alat kelengkapan DPRD. 
5. Menyediakan ruangan publik untuk penyampaian informasi dan 
menampung aspirasi rakyat 
6. Mendorong terciptanya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
mempunyai sasaran sebagai berikut: 
1. Meningkatnya kwalitas pelayanan Sekretariat DPRD Administrasi 
perkantoran maupun pelayanan Anggota DPRD. 
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi 
secretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar. 
3. Meningkatnya  Sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi 
Set – DPRD 
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4. Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan alat - alat kelengkapan DPRD. 
5. Terpenuhinya ruangan publik untuk penyampaian informasi dan 
menampung aspirasi rakyat. 
6. Terlaksananya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
mempunyai strategi sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur. 
2. Penguatan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD (Pengisian Jabatan 
Berdasarkan Kemampuan Akademik). 
3. Penguatan Sarana dan Prasarana  untuk menunjang kegiatan DPRD. 
4. Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan peruntukkan program dan 
kegiatan. 
5. Penguatan Sarana dan Prasarana  untuk menunjang kegiatan DPRD. 
6. Mengembangkan kemitraan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
mempunyai kebijakan sebagai berikut: 
1. Optimalisasi pelayanan Administrasi perkantoran. 
2. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur dan 
Anggota DPRD  Kabupaten Polewali Mandar melalui Bimtek 
3. Peningkatan Kapasitas Intelektual SDM Aparatur dan Anggota DPRD 
Kabupaten Polewali Mandar. 
4. Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar. 
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5. Peningkatan Sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Set 
– DPRD. 
6. Optimalisasi penyerapan Anggaran sesuai kebutuhan kegiatan alat - alat 
kelengkapan DPRD. 
7. Optimalisasi penggunaan ruangan disesuikan dengan kebutuhan. 
8. Memfasilitasi koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif.  
1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
a. Struktur organisasi sekretariat DPRD 
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Ketua Anggota DPRD 
Wakil Ketua Anggota DPRD Wakil Ketua Anggota DPRD 
 
Wakil Ketua Anggota DPRD 
 
41 Anggota DPRD 
b. Struktur organisasi anggota DPRD 
 
 
 
 
 
 
C. Gambaran Umum Responden 
1. Karakteristik Responden 
Adapun jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 60 kuesioner dengan 
pembagian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Data Distribusi Kuesioner 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 60 100 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 10 17 % 
3 Kuesioner yang kembali 50 83 % 
4 Kuesioner yang cacat 0 0 % 
5 Kuesioner yang dapat diolah 50 83% 
n sampel = 50 
Responden Rate = (50/60) x 100% =83% 
 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 60 
butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 50 
butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 83% dari total yang 
disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 10 butir atau tingkat 
yang diperoleh sebesar 17%. Dari kuesioner sebanyak 10 butir yang tidak kembali 
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disebabkan karena kesibukan dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Polewali 
Mandar.  
Terdapat 3 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, 
yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada DPRD Kab. Polewali 
Mandar. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 
mengenai data responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 
1 Laki-laki 35 70% 
2 Perempuan 15 30% 
Jumlah 50 100% 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak 
adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang atau sebesar 70% 
sedangkan sisanya yakni 15 orang atau sebesar 15% merupakan responden 
perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada DPRD kabupaten Polewali 
Mandar didominasi oleh anggota dprd dan pegawai laki-laki. 
b. Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SMA/SMK 15 30% 
2 D3 2 4% 
3 S1 24 48% 
4 S2 9 18% 
5 S3 0 0,00% 
Jumlah 50 100 % 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi 
oleh pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 24 pegawai atau sebesar 48%, sedangkan 
responden dengan tingkat pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 9 pegawai atau 
sebesar 18%, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 pegawai atau 
sebesar 4%, dan untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 
15 pegawai atau sebesar 30%. 
c. Masa Kerja  
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
No Masa Kerja Jumlah Persentase 
1 1-4 Tahun  25 50% 
2 5-8 Tahun 15 30% 
3 >9 Tahun 10 20% 
Jumlah 50 100 % 
Sumber: Data primer diolah (2018) 
Tabel 4.4 menunjukkan tingkat masa kerja responden yang paling banyak 
berada pada 1 hingga 4 tahun yaitu sebanyak 25 responden atau sebesar 50%. 
Masa kerja 5-8 tahun sebanyak 15 responden atau sebesar 30% dan responden 
diatas 7 tahun sebanyak 10 responden atau sebesar 20%. 
a. Analisis Deskriptif Variabel  
Deskripsi variabel dari 50 responden dalam penelitian dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif Variabel 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Greedy 50 12,00 21,00 17,7800 1,91972 
Opportunity 50 20,00 33,00 26,3000 2,99148 
Need 50 12,00 28,00 19,8400 3,33418 
Exposure 50 8,00 27,00 21,2800 4,40797 
Tindak Pidana 
Korupsi 
50 34,00 49,00 42,0400 4,08561 
Parlement Behavior 50 23,00 40,00 35,6200 4,53508 
Valid N (listwise) 50     
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Tabel  4.5  menunjukkan  statistik  deskriptif  dari  masing-masing variabel  
penelitian.  Berdasarkan  tabel  4.5,  hasil  analisis  dengan menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  Greedy  menunjukkan  nilai minimum  sebesar  12, nilai  
maksimum  sebesar  21,  mean  (rata-rata) sebesar  17,78  dengan  standar  deviasi  
sebesar  1,92. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  variabel Opportunity  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  
20, nilai maksimum sebesar 33, mean (rata-rata) sebesar 28 dengan standar 
deviasi sebesar 2,99. Variabel Need  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar 12, 
nilai maksimum sebesar 28, mean (rata-rata) sebesar 19,84 dengan standar deviasi 
sebesar 3,33. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  
terhadap variabel Exposure  menunjukkan  nilai minimum  sebesar 8, nilai 
maksimum sebesar 27, mean  (rata-rata) sebesar 21,28 dengan standar deviasi 
sebesar 4,41. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  
terhadap variabel Tindak Pidana Korupsi  menunjukkan  nilai minimum  sebesar 
34, nilai maksimum sebesar 49, mean  (rata-rata) sebesar 42,04 dengan standar 
deviasi sebesar 4,09. Sedangkan variabel Parlement Behavior  menunjukkan  nilai 
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minimum  sebesar 23, nilai maksimum sebesar 40, mean  (rata-rata) sebesar 35,62 
dengan standar deviasi sebesar 4,53. 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada variabel Tindak Pidana Korupsi yakni 42,04, sedangkan yang 
terendah adalah variabel Greedy yaitu 17,78. Untuk standar deviasi tertinggi 
berada pada  Parlement Behavior  yaitu 4,54 dan yang terendah adalah  Greedy  
yaitu 1,912.  
1) Analisis Deskriptif Variabel Greedy (X1) 
Analisa deskriptif terhadap variabel Greedy  terdiri dari 5 item pernyataan. 
Adapun hasil jawaban responden mengenai Greedy akan dijabarkan melalui tabel  
berikut: 
Tabel 4.6 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Greedy  
Item 
Pernyataan 
 Frekuensi dan Persentase Skor Mean  
STS TS N S SS   
X1.1 
 1 21 25 3 
180 3,60 
 2% 42% 50% 6% 
X1.2 
  23 26 1 
178 3,56 
  46% 52% 2% 
X1.3 
  20 30  
180 3,60 
  40% 60%  
X1.4 
 1 22 27  
176 3,52 
 2% 44% 54%  
X1.5 
 1 24 24 1 
175 3,50 
 2% 48% 48% 2% 
Rata-rata Keseluruhan 3,56 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel Greedy (X1) berada pada skor 3,56. Hal ini berarti bahwa rata-rata 
responden cukup setuju terhadap item-item pernyataan variabel Greedy. Pada 
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variabel Greedy, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,60 berada pada 
item pernyataan pertama dan ketiga, sedangkan indeks terendah sebesar 3,50 yang 
berda pada item pernyataan kelima. Sebagian besar responden di Kantor DPRD 
Kabupaten Polewali Mandar menganggap bahwa Greedy atau Keserakahan 
merupakan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi APBD. Keserakahan 
merupakan faktor internal yang mempengaruhi individu untuk melakukan 
kecurangan yaitu korupsi APBD.   
2) Analisis Deskriptif Variabel Opportunity  (X2) 
Analisa deskriptif terhadap variabel Opportunity terdiri dari 7 item 
pernyataan. Hasil  jawaban  responden  mengenai  Opportunity   akan   dijabarkan  
melalui tabel berikut:  
Tabel 4.7 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Opportunity 
Item 
Pernyataan 
 Frekuensi dan Persentase Skor Mean  
STS TS N S SS   
X2.1 
 4 9 29 8 
191 3,82 
 8% 18% 58% 16% 
X2.2 
 2 24 20 4 
176 3,52 
 4% 48% 40% 8% 
X2.3 
 1 15 26 8 
191 3,82 
 2% 30% 52% 16% 
X2.4 
  13 31 6 
193 3,86 
  26% 62% 12% 
X2.5 
 1 16 26 7 
189 3,78 
 2% 32% 52% 14% 
X2.6 
  21 28 1 
180 3,60 
  42% 56% 2% 
X2.7 
 1 15 22 12 
195 3,90 
 2% 30% 44% 24% 
Rata-rata Keseluruhan 3,76 
   Sumber: Data primer diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
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variabel Opportunity (X2) berada pada skor 3,76. Hal ini berarti bahwa rata-rata 
responden cukup setuju terhadap item-item pernyataan variabel Opportunity. Pada 
variabel Opportunity, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,90 berada 
pada item pernyataan ketujuh. Sebagian besar responden di Kantor DPRD 
Kabupaten Polewali Mandar menganggap bahwa Opportunity menjadi salah satu 
penyebab terjadinya korupsi APBD. Opportunity atau kesempatan merupakan 
faktor eksternal yang menjadi penyebab suatu tindakan kecurangan, ketika tingkat 
kesempatan dalam melakukan kecurangan besar masa besar kemungkinan untuk 
terjadinya korupsi APBD.  
3) Analisis Deskriptif Variabel Need (X3) 
Analisa deskriptif terhadap variabel Need  terdiri dari 6 item pernyataan. 
Adapun hasil jawaban responden mengenai  Need  akan  dijabarkan  melalui  tabel  
berikut: 
Tabel 4.8 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Need  
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean  
STS TS N S SS 
X3.1 
 2 21 24 3 
176 3,56 
 4% 42% 48% 6% 
X3.2 
 6 25 16 3 
166 3,32 
 12% 50% 32% 6% 
X3.3 
 15 24 8 3 
149 2,98 
 30% 48% 16% 6% 
X3.4 
1 8 25 14 2 
158 3,16 
2% 16% 50% 28% 4% 
X3.5 
2 4 21 22 1 
166 3,32 
4% 8% 42% 44% 2% 
X3.6 
1 5 16 24 4 
175 3,50 
2% 10% 32% 48% 8% 
Rata-rata Keseluruhan 3,31 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel Need (X3) berada pada skor 3,31. Hal ini berarti bahwa rata-rata 
responden netral atau ragu-ragu terhadap item-item pernyataan variabel Need. 
Pada variabel Need, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,50 berada pada 
item pernyataan keenam, sedangkan indeks terendah sebesar 2,98 yang berda pada 
item pernyataan ketiga.    
4) Analisis Deskriptif Variabel Exposure (X4) 
Analisa deskriptif terhadap variabel Exposure  terdiri dari 6 item 
pernyataan. Adapun hasil jawaban responden dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.9 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Exposure  
Item 
Pernyataan 
 Frekuensi dan Persentase Skor Mean  
STS TS N S SS   
X4.1 
 2 21 24 3 
176 3,44 
 4% 42% 48% 6% 
X4.2 
 6 25 16 3 
168 3,36 
 12% 50% 32% 6% 
X4.3 
 15 24 8 3 
174 2,48 
 30% 48% 16% 6% 
X4.4 
1 8 25 14 2 
176 3,52 
2% 16% 50% 28% 4% 
X4.5 
2 4 21 22 1 
188 3,76 
4% 8% 42% 44% 2% 
X4.6 
1 5 16 24 4 
186 3,72 
2% 10% 32% 48% 8% 
Rata-rata Keseluruhan 3,38 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel Exposure (X4) berada pada skor 3,38. Hal ini berarti bahwa rata-rata 
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responden cukup setuju terhadap item-item pernyataan variabel Exposure. Pada 
variabel Exposure, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,78 berada pada 
item pernyataan kelima, sedangkan indeks terendah sebesar 2,48 yang berda pada 
item pernyataan kelima.  
5) Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD (Y) 
Analisa deskriptif terhadap variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
terdiri dari 11 item pernyataan. Hasil jawaban responden akan dijabarkan melalui 
tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase Skor Mean  
STS TS N S SS   
Y1 
 2 6 33 9 
199 3,98 
 4% 12% 66% 18% 
Y2 
 5 7 24 14 
197 3,94 
 10% 14% 48% 28% 
Y3 
  10 29 11 
201 4,02 
  20% 58% 22% 
Y4 
 8 17 19 6 
173 3,46 
 16% 34% 38% 12% 
Y5 
 3 21 22 1 
188 3,76 
 % 42% 44% 2% 
Y6 
1 5 16 24 4 
184 3,68 
2% 10% 32% 48% 8% 
Y7 
  9 29 12 
203 4,06 
  18% 58% 24% 
Y8 
  10 29 11 
2201 4,02 
  20% 58% 22% 
Y9 
  7 38 5 
198 3,96 
  14% 76% 10% 
Y10 
  10 36 4 
194 3,88 
  20% 72% 8% 
Y11 
 2 32 16  
164 3,28 
 4% 64% 32%  
Rata-rata Keseluruhan 3,38 
 Sumber: Data primer  diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel perilaku tindakan korupsi APBD (Y) berada pada skor 3,38. Hal ini 
berarti bahwa rata-rata responden cukup setuju terhadap item-item pernyataan 
variabel perilaku tindakan korupsi APBD. Pada variabel perilaku tindakan korupsi 
APBD, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,08 berada pada item 
pernyataan ketujuh, sedangkan indeks terendah sebesar 3,28 yang berda pada item 
pernyataan kesebelas.  
6) Analisis Deskriptif Variabel Parlement Behavior (M) 
Analisis deskriptif terhadap variabel Parlement Behavior terdiri dari 8 
item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai Parlement Behavior akan 
dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.11 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Parlement Behavior 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase Skor Mean  
STS TS N S SS   
M.1 
  3 12 35 
232 4,64 
  6% 24% 70% 
M.2 
  3 20 27 
224 4,48 
  6% 40% 54% 
M.3 
 1 3 20 26 
221 4,42 
 2% 6% 40% 52% 
M.4 
  4 21 25 
221 4,42 
  8% 42% 50% 
M.5 
  4 17 29 
225 4,50 
  8% 34% 58% 
M.6 
  2 18 30 
228 4,56 
  4% 36% 60% 
M.7 
 1 5 21 23 
216 4,32 
 2% 10% 42% 46% 
M. 8 
 1 6 21 22 
214 4,28 
 2% 12% 42% 44% 
Rata-rata Keseluruhan 4,45 
   Sumber: Data primer  diolah (2018) 
63 
 
 
Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
variabel Parlement Behavior (M) berada pada skor 4,45. Hal ini berarti bahwa 
rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel Parlement 
Behavior. Pada variabel Parlement Behavior, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 
sebesar 4,64 berada pada item pernyataan pertama, sedangkan indeks terendah 
sebesar 4,28 yang berda pada item pernyataan kedelapan.  Sebagian besar DPRD 
Kabupaten Polewali Mandar menganggap bahwa apabila individu menjunjung 
tinggi perilaku parlemen yang dimuat dalam peraturan pemerintah maka akan 
dapat meminimalisi perilaku tindakan korupsi APBD. 
D. Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya 
kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk 
mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total 
Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka 
dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 50 
responden dan besarnya df dapat dihitung 50–2 = 48 dengan df = 48 dan alpha = 
0,05 didapat r tabel = 0,279. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r tabel 
lebih besar dari 0,279.  Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 
Greedy 
X1.1 0,809 
0,279 
Valid 
X1.2 0,750 Valid 
X1.3 0,614 Valid 
X1.4 0,699 Valid 
X1.5 0,540 Valid 
Opportunity 
X2.1 0,611 
0,279 
Valid 
X2.2 0,513 Valid 
X2.3 0,727 Valid 
X2.4 0,552 Valid 
X2.5 0,706 Valid 
X2.6 0,600 Valid 
X2.7 0,584 Valid 
Need 
X3.1 0,567 
0,279 
Valid 
X3.2 0,586 Valid 
X3.3 0,817 Valid 
X3.4 0,796 Valid 
X3.5 0,677 Valid 
X3.6 0,702 Valid 
Exposure 
X4.1 0,828 
0,279 
Valid 
X4.2 0,772 Valid 
X4.3 0,796 Valid 
X5.4 0,799 Valid 
X6.5 0,789 Valid 
X7.6 0,788 Valid 
Perilaku Tindakan 
Korupsi APBD  
Y1 0,628 
0,279 
Valid 
Y2 0,592 Valid 
Y3 0,649 Valid 
Y4 0,671 Valid 
Y5 0,624 Valid 
Y6 0,484 Valid 
Y7 0,474 Valid 
Y8 0,557 Valid 
Y9 0,406 Valid 
Y10 0,551 Valid 
Y11 0,368 Valid 
Parlement 
Behavior 
M1 0,746 
0,279 
Valid 
M2 0,931 Valid 
M3 0,929 Valid 
M4 0,883 Valid 
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M5 0,706 Valid 
M6 0,808 Valid 
M7 0,930 Valid 
M8 0,905 Valid 
Sumber : Data Primer diolah 2018 
Tabel  4.12 tersebut  memperlihatkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  
memiliki  nilai koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  daripada  r-tabel.  Hal  
ini  berarti  bahwa  item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan 
dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 
2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang  
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu.Uji reliabilitas data dilakukan dengan  
menggunakan metode AlphaCronbach yakni suatu  instrumen  dikatakan  reliabel  
bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,70 atau lebih. Hasil 
pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Realibilitas 
No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan 
1. Greedy  0,715   Reliabel 
2. Opportunity 0,719 Reliabel 
3. Need 0,785 Reliabel 
4. Exposure 0,882 Reliabel 
5. Perilaku Tindakan Korupsi APBD 0,763 Reliabel 
6. Parlement Behavior 0,948 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua 
variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 
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kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Greedy, Opportunity, 
Need, Exposure, Perilaku Tindakan Korupsi APBD, dan Parlement Behavior 
yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.  
E. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi 
berganda, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asum-asumsi yang 
diperlukan adalah uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam 
penelitian ini adalah, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas.  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 
digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam 
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu kolmogorov smirnov 
dan normal probability plot. Uji kolmogorov smirnov lebih sering digunakan 
karena menghasilkan angka-angka yang lebih detail, dan hasil tersebut lebih dapat 
dipercaya. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai probabilitas 
Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil uji kolmogorov smirnov dapat 
dilihat pada tabel dibawah: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 50 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
2,51270613 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,083 
Positive ,059 
Negative -,083 
Kolmogorov-Smirnov Z ,587 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,880 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
      Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Dari table 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang 
ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 
0,880. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam 
penelitian ini terdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov smirnov cara lain untuk  
menguji normalitas yaitu dengan grafik normal probability plot. 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
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Gambar  4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal 
probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam 
penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikoleniaritas  
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen).Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara 
variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance 
Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi gejala multikoliniearitas. 
b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
terjadi gejala multikolinearitas. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
Greedy ,560 1,786 
Opportunity ,717 1,395 
Need ,929 1,077 
Exposure ,571 1,751 
Parlement Behavior ,886 1,128 
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
  Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas, nilai tolerance yang 
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel Greedy senilai 
0,560, Opportunity senilai 0,717, Need senilai 0,929, Exposure senilai 0,571 dan 
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Parlement Behavior senilai 0,886. Adapun nilai VIF untuk semua variabel 
memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel Greedy senilai 1,786, 
Opportunity senilai 1,395, Need senilai 1,077, Exposure senilai 1,751 dan 
Parlement Behavior senilai 1,128. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai tolerance 
variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model 
regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian 
heteroskedastisitas dengan metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut : 
Gambar 4.2 
Hasil  Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
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Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukan bahwa grafik 
scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana 
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 
0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 
perilaku tindakan korupsi APBD berdasarkan Greedy, Opportunity, Need dan 
Exposure yang di moderasi oleh Parlement Behaior. 
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji 
glejser. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.16. Jika nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas, 
apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 4,684 2,467  1,899 ,064 
Greedy -,238 ,139 -,320 -1,716 ,093 
Opportunity ,044 ,079 ,092 ,556 ,581 
Need ,099 ,062 ,232 1,601 ,117 
Exposure ,007 ,060 ,021 ,113 ,910 
Parlement Behavior -,047 ,047 -,149 -1,005 ,321 
a. Dependent Variable: AbsUt 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji glejser pada table 4.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 
probabilitas semua variabel independen berada diatas tingkat signifikan 0,05 jadi 
data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 
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F. Hasil Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3, H4   
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen  
(Greedy, Opportunity, Need dan Exposure) terhadap variabel dependen (Perilaku 
Tindakan Korupsi APBD), sedangkan untuk hipotesis H5, H6, H7, H8 untuk 
menguji pengaruh moderasi Parlement Behavior dengan menggunakan analisis 
moderasi dengan pendekatan residual. Uji hipotesis ini dibantu dengan 
menggunakan program SPSS versi 21. 
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, H3 dan H4 
Pengujian  hipotesis  H1, H2, H3 dan H4 dilakukan  dengan  analisis  regresi 
berganda untuk menguji pengaruh Greedy, Opportunity, Need dan Exposure 
terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD. Hasil  pengujian  tersebut 
ditampilkan sebagai berikut : 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,740
a
 ,548 ,508 2,86560 
a. Predictors: (Constant), Exposure, Need, Opportunity, Greedy 
    Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji koefisien deteminasi pada Tabel 4.17 menunjukkan nilai r square 
adjusted r square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat 
(dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. R square sangat dipengaruhi oleh jumlah variabel independennya, 
dimana nilai r square akan semakin membaik jika menambahkan variabel 
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independen. Semakin baik nilai r square seiring dengan penambahan variabel 
menjadi kelemahan dari r square itu sendiri karena hal tersebut tidak dapat 
dijelaskan. Untuk melengkapi kelemahan dari r square dapat menggunakan r 
adjusted square. Pada r adjusted square sudah mempertimbangkan jumlah sampel 
data dan jumlah variabel yang digunakan sehingga tidak selalu bertambah apabila 
dilakukan penambahan variabel. Dari tabel 4.17 di atas nilai adjusted square 
sebesar 0,508. Hal ini menunjukkan bahwa 51% perilaku tindakan korupsi APBD 
dipengaruhi oleh variabel Greedy, Opportunity, Need dan Exposure . Sisanya 
sebesar 49%  dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian 
ini. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
 
Regression 448,396 4 112,099 13,651 ,000
b
 
Residual 369,524 45 8,212   
Total 817,920 49    
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
b. Predictors: (Constant), Exposure, Need, Opportunity, Greedy 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  
regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 13,651 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung 13,651 lebih 
besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,42 (df1=5-1=4 dan df2 =50-5= 45). Berarti 
variabel Greedy, Opportunity, Need dan Exposure secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
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Tabel  4.19 
Hasil Uji T – Uji Parsial 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 12,159 4,753  2,558 ,014 
Greedy ,662 ,283 ,311 2,336 ,024 
Opportunity ,333 ,158 ,243 2,098 ,042 
Need ,166 ,126 ,136 1,319 ,194 
Exposure ,285 ,123 ,307 2,316 ,025 
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 
berikut : 
Y = 12,159+ 0, ,662 X1 + 0,333 X2 + 0,166 X3 + 0,285 X4 e 
Keterangan : 
Y    = Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
X1   = Greedy 
X2   = Opportunity 
X3   = Need 
X4   = Exposure 
a    = Konstanta  
β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 
e    = Standar error 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 
a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 12,159 menunjukkan bahwa 
jika variabel independen (Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure) 
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diasumsikan sama dengan nol, maka perilaku tindakan korupsi akan 
meningkat sebesar 12,159. 
b. Nilai koefisien regresi variabel Greedy (X1) sebesar 0,662.Pada penelitian ini 
dapat diartikan bahwa ketika variabel Greedy (X1) mengalami peningkatan 
sebesar satu satuan, maka perilaku tindakan korupsi akan meningkat sebesar 
0,662. 
c. Nilai koefisien regresi variabel Opportunity (X2) sebesar 0,333. Pada 
penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Opportunity (X2) 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku tindakan korupsi 
akan meningkat sebesar 0,333. 
d. Nilai koefisien regresi variabel Need (X3) sebesar 0,166. Pada penelitian ini 
dapat diartikan bahwa ketika variabel Need (X3) mengalami peningkatan 
sebesar satu satuan, maka perilaku tindakan korupsi akan meningkat sebesar 
0,166. 
e. Nilai koefisien regresi variabel Exposure (X4) sebesar 0,285. Pada penelitian 
ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Exposure (X4) mengalami 
peningkatan sebesar satu satuan, maka maka perilaku tindakan korupsi akan 
meningkat sebesar 0,285. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1, H2, H3 dan H4) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Greedy berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD.  
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel Greedy memiliki t 
hitung sebesar  2,336> t tabel sebesar 2,0141 (sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 50-
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5=45)  dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,311 dan tingkat 
signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti 
Greedy berpengaruh positif terhadap Perilaku tindakan korupsi APBD. Dengan 
demikian hipotesis pertama yang menyatakan Greedy berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD terbukti atau dapat diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi Greedy atau Keserakahan maka semakin 
meningkat perilaku tindakan korupsi APBD. 
b. Opportunity berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel Opportunity memiliki 
t hitung sebesar  2,098> t tabel sebesar 2,0141 (sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 50-
5=45) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,243 dan tingkat signifikansi 
0,042 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti Opportunity 
berpengaruh positif terhadapa perilaku tindakan korupsi APBD. Dengan demikian 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Opportunity berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupi APBD tebukti dan dapat diterima. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi Opportunity atau kesempatan maka semakin 
tinggi pula terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD.  
c. Need berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel Need memiliki t 
hitung sebesar  1,319< t tabel sebesar 2,0141 (sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 50-
5=45) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,136 dan tingkat signifikansi 
0,194 yang lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Hal ini berarti Need tidak 
memiliki pengaruh terhadapat perilaku tindakan korupsi APBD. Dengan demikian 
hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Need berpengaruh terhadap perilaku 
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tindakan korupi APBD tidak tebukti dan tidak dapat diterima. Hasil ini 
menunjukkan bahwa Need atau Kesempatan bukan menjadi penyebab terjadinya 
Korupsi APBD. 
d. Exposure berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel Need memiliki t 
hitung sebesar  2,316> t tabel sebesar 2,0141 (sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 50-
5=45) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,307 dan tingkat signifikansi 
0,025 yang lebih besar dari 0,05, maka H4 diterima. Hal ini berarti Exposure 
memiliki pengaruh terhadapat perilaku tindakan korupsi APBD. Dengan demikian 
hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Exposure berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupi APBD  tebukti dan  dapat diterima. Hasil ini 
menunjukkan bahwa Exposure atau Pengungkapan  menjadi penyebab terjadinya 
Korupsi APBD. 
2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Residual terhadap 
Hipotesis Penelitian H5, H6, H7,  dan H8. 
Tabel 4.20 
Kriteria Variabel Moderating  
No.  Tipe Moderasi Koefisien 
1. Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signifikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (bukan 
moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
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Keterangan: 
b2   : Variabel parlement behavior 
b3 :Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (greedy, 
opportunity, need dan exposure) dengan variabel perilaku tindakan korupsi 
APBD 
a) Parlement  Behavior   memperlemah   pengaruh   Greedy   terhadap   perilaku  
tindakan korupsi APBD (H5) 
Tabel 4.21 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 1) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 
12,01
8 
3,358 
 
3,578 ,001 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,198 ,080 -,339 -2,494 ,016 
a. Dependent Variable: AbsRes_1 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian  H5 dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X1_M  mempunyai t hitung sebesar -2,494> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,339 dan tingkat signifikansi 
0,016 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan, maka H5 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel parlement behavior merupakan 
variabel moderasi yang memperlemah hubungan variabel Greedy terhadap 
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perilaku tindakan korupsi APBD.  Jadi hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam 
penelitian ini terbukti atau diterima.  
 Pada hasil regresi pada tabel 4.19, diperoleh nilai signifikansi interaksi 
antara greedy dan parlement behavior sebesar 0,024. Nilai tersebut lebih rendah 
dari 0,05 yang menunjukkan terdapat pengaruh antara dua variabel tersebut. 
Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel 4.21, diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,016 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut  
berpengaruh. Karena koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan 
variabel parlement behavior termasuk dalam kategori quasi moderasi yang artinya 
bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan variabel 
yang memoderasi greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
b) Parlement  Behavior  memperlemah  pengaruh Opportunity terhadap perilaku  
tindakan korupsi APBD (H6) 
Tabel 4.22 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 2) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 11,619 3,597  3,230 ,002 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,193 ,085 -,312 -2,271 ,028 
a. Dependent Variable: AbsRes_2 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian  H6 dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X2_M  mempunyai t hitung sebesar -2,271> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,312 dan tingkat signifikansi 
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0,028 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan, maka H6 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel parlement behavior merupakan 
variabel moderasi yang memperlemah hubungan variabel Opportunity terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD.  Jadi hipotesis keenam (H6) yang diajukan 
dalam penelitian ini terbukti atau diterima. 
 Pada hasil regresi pada tabel 4.19, diperoleh nilai signifikansi interaksi 
antara opportunity dan parlement behavior sebesar 0,042. Nilai tersebut lebih 
rendah dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dua variabel 
tersebut. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel 4.21, diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,0268 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut  
berpengaruh. Karena koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan 
variabel parlement behavior termasuk dalam kategori quasi moderasi yang artinya 
bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan variabel 
yang memoderasi opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
c)  Parlement   Behavior    memoderasi    pengaruh   Need   terhadap   perilaku  
tindakan korupsi APBD (H7) 
Tabel 4.23 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 3) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 11,329 3,382  3,349 ,002 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,181 ,080 -,310 -2,261 ,028 
a. Dependent Variable: AbsRes_3 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
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Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian  H7 dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X3_M  mempunyai t hitung sebesar -2,261> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,310 dan tingkat signifikansi 
0,028 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan, maka H6 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel parlement behavior merupakan 
variabel moderasi hubungan variabel Need terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD.  Jadi hipotesis ketujuh (H7) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti 
atau diterima.  
 Pada hasil regresi pada tabel 4.19, diperoleh nilai signifikansi interaksi 
antara need dan parlement behavior sebesar 0,194. Nilai tersebut lebih besar dari 
0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap dua variabel tersebut. 
Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel 4.21, diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,016 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut  
berpengaruh. Karena koefisien b2  tidak signifikan dan b3 signifikan, maka 
penggunaan variabel parlement behavior termasuk dalam kategori pure moderasi 
yang artinya bahwa variabel parlement behavior tidak termasuk variabel 
independen tetapi variabel yang memoderasi need terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD. 
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d) Parlement   Behavior   memperlemah   pengaruh  Exposure  terhadap perilaku  
tindakan korupsi APBD (H8) 
Tabel 4.24 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 4) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 13,344 3,353  3,980 ,000 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,229 ,079 -,384 -2,882 ,006 
a. Dependent Variable: AbsRes_4 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian  H8 dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X4_M  mempunyai t hitung sebesar -2,882> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,384 dan tingkat signifikansi 
0,006 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan, maka H8 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel parlement behavior merupakan 
variabel moderasi yang memperlemah hubungan variabel Opportunity terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD.  Jadi hipotesis kedelapan (H8) yang diajukan 
dalam penelitian ini terbukti atau diterima 
 Pada hasil regresi pada tabel 4.19, diperoleh nilai signifikansi interaksi 
antara need dan parlement behavior sebesar 0,025. Nilai tersebut lebih rendah dari 
0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dua variabel tersebut. 
Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel 4.21, diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,006 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut  
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berpengaruh. Karena koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan 
variabel parlement behavior termasuk dalam kategori quasi moderasi yang artinya 
bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan variabel 
yang memoderasi exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
G. Pembahasan 
Tabel 4.25 
 Akumulasi hasil pengujian hipotesis 
Hipotesis Pernyataan Hasil 
H1 
Greedy berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H2 
Opportunity berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H3 
Need tidak berpengaruh terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD 
Hipotesis 
Ditolak 
H4 
Exposure berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H5 
Parlement behavior memoderasi pengaruh 
greedy terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H6 
Parlement behavior memoderasi pengaruh 
opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H7 
Parlement behavior memoderasi pengaruh need 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
Hipotesis 
Diterima 
H8 
Parlement behavior memoderasi pengaruh 
exposure terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD 
Hipotesis 
Diterima 
 
1. Pengaruh Greedy Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Greedy 
berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hasil analisis 
menunjukan bahwa koefisien beta unstandardized sebesar 0,311 dan tingkat 
signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa Greedy berpengaruh positif terhadap perilaku tindakan 
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korupsi APBD. Hal ini berarti bahwa sikap Greedy atau serakah yang secara 
potensial dimiliki oleh individu menjadi penyebab terjadinya perilaku tindakan 
korupsi APBD, dengan demikian hipotesis pertama diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa greedy mempunyai pengaruh 
terhadap kecurangan yaitu perilaku tindakan korupsi APBD. Greedy atau 
keserakahan merupakan faktor internal penyebab terjadinya kecurangan yang 
secara potensial dimiliki oleh setiap individu. Sifat serakah dalam diri seseorang 
disebabkan oleh tidak adanya rasa syukur di dalam diri atas kenikmatan yang 
telah diberikan oleh Allah SWT. Seseorang yang melakukan tindakan korupsi 
tidak puas akan keaadaan dirinya. Pada saat memiliki setumpuk uang sebukit, 
berhasrat untuk memiliki setumpuk uang segunung. Hasil penelitian ini juga 
sejalan dengan Theory Gone yang dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 
2006 yang menjelaskan bahwa terdapat empat faktor terjadinya suatu fraud atau 
kecurangan dimana salah satu faktor tersebut adalah greedy atau keserakahan.  
Keserakahan dalam teori tersebut merupakan faktor internal, dimana keserakahan 
akan menuntut pemenuhan melebihi apa yang dibutuhkan 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian yang dilakukan 
oleh Indrawati dkk (2017) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab 
kecurangan akademik pada mahasiswi akuntansi di bali, Ismatullah dan 
Eriswanto (2016) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab academic fraud di 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Zaini (2016) yang bertujuan untuk 
mengetahui penyebab kecurangan akademik pada Mahasiswa Akuntansi Se-
Madura. Adapun hasil pada penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa 
greedy berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan.   
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2. Pengaruh Opportunity Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
Opportunity berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hasil 
analisis menunjukan bahwa koefisien beta unstandardized sebesar 0,243 dan 
tingkat signifikansi 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa Opportunity berpengaruh positif terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD. Hal ini berarti bahwa  Opportunity atau kesempatan merupakan 
penyebab terjadinya kecurangan yaitu perilaku tindakan korupsi APBD. Semakin 
besar kesempatan yang didaptakan oleh individu atau kelompok, maka akan 
semakin besar terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD. Dengan demikian 
hipotesis kedua diterima.   
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Opportunity mempunyai 
pengaruh terhadap kecurangan yaitu perilaku tindakan korupsi APBD. 
Opportinity merupakan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk 
melakukan tindakan kecurangan dan kesempatan tersebut tergantung dengan 
keadaan organisasi. Sehingga penyebab terjadinya perilaku tindakan korupsi 
APBD disebabkan oleh terbukanya kesempatan untuk melakukan tindakan 
kecurangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Theory Gone yang 
dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa 
terdapat empat faktor terjadinya suatu fraud atau kecurangan dimana salah satu 
faktor tersebut adalah opportunity. Dalam teori tersebut, opportunity merupakan 
faktor eksternal terjadinya suatu  kecurangan, semakin besar kesempatan yang ada 
maka semakin besar pula peluang untuk terjadinya kecurangan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian yang dilakukan 
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oleh Indrawati dkk (2017) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab 
kecurangan akademik pada mahasiswi akuntansi di Bali. Adapun hasil pada 
penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa opoortunity berpengaruh 
positif terhadap perilaku kecurangan.   
3. Pengaruh Need Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah need 
berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hasil analisis 
menunjukan bahwa koefisien beta unstandardized sebesar 0,136 dan tingkat 
signifikansi 0,194 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa need tidak berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.   
Berdasarkan Theory Gone yang dikemukakan oleh Jack bologne pada 
tahun 2006  menjelaskan bahwa Need atau kebutuhan merupakan faktor internal 
lainnya yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Need adalah berkaitan dengan 
faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya 
yang wajar (Bologna dalam Lisa, 2013). Kebutuhan yang mendesak hingga 
kebutuhan yang tidak tergolong mendesak menjadikan seseorang melakukan 
tindakan menyimpang dan hal tersebut dilakukan untuk menunjang hidup yang 
wajar. Namun berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebutuhan 
tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD.  
Tidak adanya pengaruh need terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
disebabkan, pada waktu penilitian terdapat peraturan pemerintah yang baru 
mengenai jumlah nominal tunjangan aggota DPRD di seluruh Indonesia. Naiknya 
tunjangan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahunn 2017 
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tentang Hak keungan dan Administratif Pimpingan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika dibandingkan dengan Peraturan 
sebelumnya ada sejumlah aturan baru, misalnya tunjangan reses. Peraturan baru 
lainnya adalah pemberian tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD berupa 
rumah negara dan perlengkapan serta tunjangan transportasi. Tunjangan 
transpotasi sebelumya tidak didapatkan anggota DPRD kini mendapat tunjangan 
fasilitas mobil jabatan apabila mimilih untuk tidak menggunakan mobil dinas atau 
tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Berdasarkan peraturan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kebutuhan yang dimiliki oleh anggota DPRD sudah terpenuhi 
sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
4. Pengaruh Exposure Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
exposure berpengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hasil analisis 
menunjukan bahwa koefisien beta unstandardized sebesar 0,307 dan tingkat 
signifikansi 0,025 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa exposure berpengaruh positif terhadap perilaku tindakan 
korupsi APBD. Hal ini berarti bahwa  exposure atau pengungkapan merupakan 
penyebab terjadinya kecurangan yaitu perilaku tindakan korupsi APBD.  Dengan 
demikian hipotesis keempat diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa exposure berpengaruh terhadap 
kecurangan yaitu perilaku tindakan korupsi APBD. Exposure atau pengungkapan 
merupakan faktor external penyebab terjadinya suatu kecurangan yang berkaitan 
dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila 
pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini juga sejalan 
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dengan Theory Gone yang dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 2006 yang 
menjelaskan bahwa terdapat empat faktor terjadinya suatu fraud atau kecurangan 
dimana salah satu faktor tersebut adalah exposure atau pengungkapan. 
Pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan 
tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena 
itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi yang berat apabila 
perbuatannya terungkap. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian yang dilakukan 
oleh Indrawati dkk (2017) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab 
kecurangan akademik pada mahasiswi akuntansi di bali, Zaini (2016) yang 
bertujuan untuk mengetahui penyebab kecurangan akademik pada Mahasiswa 
Akuntansi Se-Madura. Adapun hasil pada penelitian-penelitian tersebut 
membuktikan bahwa exposure berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan.   
5. Pengaruh Parlement Behavior dalam Memoderasi Greedy Terhadap 
Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X1_M  mempunyai t hitung sebesar -2,494> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,339 dan tingkat signifikansi 
0,016 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan. Hal ini 
berarti hipotesis kelima yaitu pengaruh parlement behavior dalam memoderasi 
greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dapat diterima. Dapat 
disimpulkan variabel moderasi yaitu parlement behavior termasuk dalam tipe 
quasi moderasi karena  koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan yang artinya 
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bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan variabel 
yang memoderasi greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hasil uji ini 
memiliki arti bahwa semakin besar sifat serakah yang dimiliki individu maka 
semakin tinggi pula perilaku tindakan korupsi APBD namun jika individu tersebut 
memiliki perilaku parlemen yang baik maka akan menurunkan perilaku tindakan 
korupsi APBD.  
Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu adalah kekuasaan, 
sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya anggota DPRD 
atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda dengan individu 
lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku anggota DPRD diatur 
dalam pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. DPR yang 
merupakan lembaga legislatif mengalami penurunan kepercayaan publik yang 
drastis dikarenakan banyanknya kasus-kasus korupsi yang terkuak dipermukaan 
yang melibatkan anggota DPR maupun DPRD.  
Peraturan Pemerintah tentang sikap dan perilaku anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu langkah aktual untuk 
menciptakan pemerintah yang bebas dari tindakan menyimpang dan tentunya  
anggota DPRD di seluruh Indonesia harus mematuhi aturan tersebut. Adapun 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku anggota DPRD memiliki 
pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dimana apabila anggota 
DPRD menaati perturan yang berlaku maka akan dapat meminimalisir tindakan 
kecurangan yaitu korupsi dan begitupun sebaliknya apabila anggota DPRD tidak 
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menaati aturan yang berlaku maka akan meningkatkan terjadinya perilaku 
tindakan korupsi APBD. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan yang 
dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990. Dalam teori tersebut  dijelaskan bahwa 
patuh merupakan suatu sifat disiplin individu yang taat terhadap peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
Greedy atau keserakahan menjadi penyebab terjadinya kecurangan yaitu 
perilaku tindakan korupsi APBD, namun jika anggota dewan perwakilan rakyat 
memiliki parlement behavior maka akan meminimalisir terjadinya korupsi APBD 
karena  secara tidak langsung anggota DPRD dapat melaksanakan funginya 
sebagai parlemen. Adapaun fungsi anggota DPR adalah fungsi legislasif, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu tindakan korupsi APBD yang 
terjadi disebabkan adanya sifat serakah dalam diri individu dan dipengaruhi oleh 
perilaku parlemen yang mempunyai wewenang dalam menyusun APBD.  
 
6. Pengaruh Parlement Behavior dalam Memoderasi Opportunity 
Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
pengaruh parlement behavior dalam memoderasi opportunity terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD. Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.20 
menunjukkan bahwa variabel moderating X2_M  mempunyai t hitung sebesar -
2,271> t tabel 2,0106 dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,312 dan 
tingkat signifikansi 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap 
variabel moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan. 
Hal ini berarti hipotesi keenam yang menyatakan bahwa parlement behavior 
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memoderasi opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dapat 
diterima. Dapat disimpulka variabel moderasi yaitu parlement behavior termasuk 
dalam tipe quasi moderasi karena  koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan yang 
artinya bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan 
variabel yang memoderasi opportunity terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
Hasil uji ini memiliki arti bahwa semakin besar kesempatan yang membuka 
peluang terjadinya kecurangan maka semakin tinggi pula perilaku tindakan 
korupsi APBD namun jika individu tersebut memiliki perilaku parlemen yang 
baik maka akan menurunkan perilaku tindakan korupsi APBD.  
Opportinity merupakan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk 
melakukan tindakan kecurangan dan kesempatan tersebut tergantung dengan 
keadaan organisasi maupun keadaan masyarakatnya. Sehingga penyebab 
terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD disebabkan oleh terbukanya 
kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Theory Gone yang 
dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa 
terdapat empat faktor terjadinya suatu fraud atau kecurangan dimana salah satu 
faktor tersebut adalah opportunity. 
Peraturan Pemerintah tentang sikap dan perilaku anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu langkah aktual untuk 
menciptakan pemerintah yang bebas dari tindakan menyimpang dan tentunya  
anggota DPRD di seluruh Indonesia harus mematuhi aturan tersebut. Adapun 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku anggota DPRD memiliki 
pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dimana apabila anggota 
DPRD menaati perturan yang berlaku maka akan dapat meminimalisir tindakan 
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kecurangan yaitu korupsi dan begitupun sebaliknya apabila anggota DPRD tidak 
menaati aturan yang berlaku maka akan meningkatkan terjadinya perilaku 
tindakan korupsi APBD. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan yang 
dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990. Dalam teori tersebut  dijelaskan bahwa 
patuh merupakan suatu sifat disiplin individu yang taat terhadap peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
Perilaku tindakan korupsi yang disebabkan oleh terbukanya kesempatan 
sehingga munculnya perbuatan kecurangan dapat diminimalisir dengan adanya 
parlement behvior. Perilaku parlemen merupakan perilaku dari anggota DPRD 
yang dipengaruhi oleh kekuasaannya karena mereka memiliki sikap dan perilaku 
yang berbeda dengan individu lainnya.  Perilaku anggota DPRD diatur dalam 
pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. Apabila para anggota 
DPRD mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan pemerintah 
maka akan meminimalisir terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD. 
7. Pengaruh Parlement Behavior dalam Memoderasi Need Terhadap 
Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis ketujuh (H7) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
parlement behavior dalam memoderasi need terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD. Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X3_M  mempunyai t hitung sebesar -2,261> t tabel 2,0106 
dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,310 dan tingkat signifikansi 
0,028 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap variabel 
moderating apabila nilai koefisien parameternya negtif dan signifikan. Dapat 
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disimpulkan variabel moderasi yaitu parlement behavior termasuk dalam tipe 
pure moderasi karena  koefisien b2 tidak signifikan dan b3 signifikan yang artinya 
bahwa variabel parlement behavior tidak termasuk variabel independen tetapi 
variabel yang memoderasi greedy terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal 
ini menunjukan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa parlement 
behavior memoderasi need terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dapat 
diterima.  
Theory Gone yang dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 2006  
menjelaskan bahwa Need atau kebutuhan merupakan faktor internal lainnya yang 
menyebabkan terjadinya kecurangan. Need adalah berkaitan dengan faktor-faktor 
yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar 
(Bologna dalam Lisa, 2013). Kebutuhan yang mendesak hingga kebutuhan yang 
tidak tergolong mendesak menjadikan seseorang melakukan tindakan 
menyimpang dan hal tersebut dilakukan untuk menunjang hidup yang wajar. 
Namun dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa need tidak mempunyai 
pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD karena kebutuhan anggota 
DPRD sudah dapat dipenuhi tanpa harus melakukan tindakan kecurangan. 
Kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi tersebut dikarenakan naiknya tunjangan 
anggota DPRD se-Indonesia yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Peraturan Pemerintah tentang sikap dan perilaku anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah merupakn salah satu langkah aktual untuk 
menciptakan pemerintah yang bebas dari tindakan menyimpang dan tentunya  
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anggota DPRD di seluruh Indonesia harus mematuhi aturan tersebut. Adapun 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku anggota DPRD memiliki 
pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dimana apabila anggota 
DPRD menaati perturan yang berlaku maka akan dapat meminimalisir tindakan 
kecurangan yaitu korupsi dan begitupun sebaliknya apabila anggota DPRD tidak 
menaati aturan yang berlaku maka akan meningkatkan terjadinya perilaku 
tindakan korupsi APBD. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan yang 
dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990. Dalam teori tersebut  dijelaskan bahwa 
patuh merupakan suatu sifat disiplin individu yang taat terhadap peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
 Perilaku parlemen merupakan perilaku dari anggota DPRD yang 
dipengaruhi oleh kekuasaannya karena mereka memiliki sikap dan perilaku yang 
berbeda dengan individu lainnya.  Perilaku anggota DPRD diatur dalam pasal 90 
sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) 
huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. Apabila para anggota DPRD 
mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan pemerintah maka 
akan meminimalisir terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD. 
8. Pengaruh Parlement Behavior dalam Memoderasi Exposure Terhadap 
Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Hipotesis kedelapan (H8) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
pengaruh parlement behavior dalam memoderasi exposure terhadap perilaku 
tindakan korupsi APBD. Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 4.20 
menunjukkan bahwa variabel moderating X4_M  mempunyai t hitung sebesar -
2,882> t tabel 2,0106 dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,384 dan 
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tingkat signifikansi 0,006 yang lebih kecil dari 0,05, parlement Behavior dianggap 
variabel moderating apabila nilai koefisien parameternya negatif dan signifikan. 
Dapat disimpulkan variabel moderasi yaitu parlement behavior termasuk dalam 
tipe quasi moderasi karena  koefisien b2  signifikan dan b3 signifikan yang artinya 
bahwa variabel parlement behavior termasuk variabel independen dan variabel 
yang memoderasi exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini 
menunjukan bahwa bahwa hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa 
parlement behavior memoderasi exposure terhadap perilaku tindakan korupsi 
APBD, dapat diterima.  
Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi 
oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. 
Exposure suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan 
tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena 
itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi yang berat apabila 
perbuatannya terungkap. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Theory Gone 
yang dikemukakan oleh Jack bologne pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa 
terdapat empat faktor terjadinya suatu fraud atau kecurangan dimana salah satu 
faktor tersebut adalah exposure atau pengungkapan.   
Peraturan Pemerintah tentang sikap dan perilaku anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu langkah aktual untuk 
menciptakan pemerintah yang bebas dari tindakan menyimpang dan tentunya  
anggota DPRD di seluruh Indonesia harus mematuhi aturan tersebut. Adapun 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku anggota DPRD memiliki 
pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi APBD, dimana apabila anggota 
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DPRD menaati perturan yang berlaku maka akan dapat meminimalisir tindakan 
kecurangan yaitu korupsi dan begitupun sebaliknya apabila anggota DPRD tidak 
menaati aturan yang berlaku maka akan meningkatkan terjadinya perilaku 
tindakan korupsi APBD. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan yang 
dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990. Dalam teori tersebut  dijelaskan bahwa 
patuh merupakan suatu sifat disiplin individu yang taat terhadap peraturan yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
Salah satu yang mempengaruhi perilaku individu adalah kekuasaan, 
sehingga individu yang memiliki kekuasaan memiliki perilaku yang berbeda 
dengan individu yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti halnya anggota DPRD 
atau annggota parlemen mereka memiliki perilaku yang berbeda dengan individu 
lainya karena dipengaruhi oleh kekuansaannya. Perilaku anggota DPRD diatur 
dalam pasal 90 sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 ayat (3) huruf c angka 1 memuat beberapa ketentuan. Exposure 
merupakan salah satu penyebab dari perilaku tindakan korupsi APBD namun 
tindakan korupsi APBD tersebut dapat diminimalisir dengan adanya parlement 
behavior. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh greedy, 
opportunity, need, dan exposure terhadap perilaku tindakan korupsi APBD 
dengan parlement behvior sebagai variabel moderasi 
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa greedy  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini 
berarti bahwa semakin besar sifat serakah individu maka kecendrungan 
terjadinya perilaku tindakan korupsi APBD akan semakin tinggi. 
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa opportunity berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini 
berarti opporunity atau kesempatan menjadi penyebab terjadinya  
perilaku tindakan korupsi APBD. 
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa need tidak berpengaruh 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti need atau 
kebutuhan bukan menjadi peneyebab terjadinya perilaku tindakan 
korupsi APBD.  
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa exposure berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini 
berarti perilaku tindakan korupsi APBD yang terjadi disebabkan  oleh 
exposure atau pengungkapan. 
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5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual menunjukkan 
bahwa interaksi parlement behavior dan  greedy berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti parlemen behavior 
merupakan variabel yang memperlemah pengaruh greedy terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. 
6. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual menunjukkan 
bahwa interaksi parlement behavior dan opportunity berpengaruh 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti parlemen 
behavior merupakan variabel yang memperlemah pengaruh opportunity 
terhadap perilaku tindakan korupsi APBD. 
7. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual menunjukkan 
bahwa interaksi parlement behavior dan  need berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti parlemen behavior 
merupakan variabel yang mempengaruhi pengaruh need terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. 
8. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual menunjukkan 
bahwa interaksi parlement behavior dan  exposure berpengaruh terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. Hal ini berarti parlemen behavior 
merupakan variabel yang memperlemah pengaruh exposure terhadap 
perilaku tindakan korupsi APBD. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tindakan korupsi APBD 
dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel dan nilai adjusted 
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square sebesar 0,508 yang menunjukan bahwa hanya 51% perilaku 
tindakan korupsi APBD dipengaruhi oleh variabel Greedy, Opportunity, 
Need dan Exposure sedangkan sisanya sebesar 49% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
2.  Adanya keterbatasan pada teknik pengambilan data yang berupa 
kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden 
yang tidak menunjukan keadaaan yang sesungguhnya 
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua anggota DPRD 
di Indonesia, karena latar belakang dan letak geografis yang berbeda-
beda. 
 
C. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun 
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk 
saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil 
yang lebih baik, yaitu: 
3. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Polewali Mandar 
disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai acuan 
dalam mencegah  dan menyusun langkah-langkah aktual untuk 
memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah khususnya 
area-area yang rawan korupsi seperti dana Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. Serta dapat dijadikan dasar pembelajaran dan referensi 
untuk  pemerintah daerah di seluruh indonesia untuk mebenahi diri dan 
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menciptakan pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). 
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang diduga 
memiliki pengaruh terhadap perilaku tindakan korupsi. Mengingat 
variabel independen dalam penelitian ini memberikan kontribusi 
sebesar 51%, sisanya 49% dipengaruhi faktor lain. 
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LAMPIRAN 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 Identitas Responden 
Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada 
pernyataan pilihan dengan memberi tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai 
dengan kondisi Bapak/Ibu. 
1. Nama (boleh tidak diisi) : .................................................. 
2. Umur  : .................................................   
3. Jenis Kelamin : Pria            Wanita 
4. Pendidikan Terakhir :     S3         S2         S1        D3 
5. Jabatan   :  
     
6. Lama Bekerja : ..............Tahun..............Bulan 
 Cara Pengisian Kuesioner 
   Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan 
jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan 
mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat 
kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :  
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu-Ragu/Netral 
4 = Setuju 
5=  Sangat Setuju 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PERILAKU TINDAKAN 
KORUPSI APBD 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Kenaikan pajak dan retribusi yang tidak 
wajar  merupakan bagian dari tindak 
pidana korupsi 
     
2. Adanya korupsi disebabkan karena 
manipulasi dan meninggikan harga pada 
pos belanja rutin 
     
3. Adanya pos titipan dari dinas atau unit 
kerja lain adalah bagian dari tindak 
pidana korupsi 
     
4. Pemberian honor kepada petugas atau 
unit kerja tertentu bagian dari tindak 
pidana korupsi. 
     
5. Modus tindak pidana korupsi biasanya 
dilakukan tidak dengan cara 
memperbesar jumlah anggaran 
     
6. Biaya perjalanan dinas dari berbagai 
sumber merupakan tindak pidana korupsi 
apalagi untuk tujuan perjalanan yang 
sama. 
     
 
7. Pengeluaran yang tidak wajar atas 
kegiatan tertentu merupakan bentuk 
tindak pidana korupsi. 
     
8. Bentuk tindak korupsi bisa berupa 
pengeluaran anggaran yang tidak sesuai 
dengan prioritas pembangunan 
     
9. Belanja publik yang tidak dilandasi 
dengan ukuran/indikator kinerja yang 
jelas merupakan tindak pidana korupsi 
     
10. Tindak pidana korupsi bisa berupa 
penganggaran proyek yang lebih dari satu 
kali dalam satu tahun anggaran. 
     
11. Biaya administrasi proyek dapat 
dijadikan pendapatan 
     
 
 
 
  
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL GREEDY 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Anggota DPRD belum merasa puas 
dengan gaji yang telah didapatkannya. 
     
2. Anggota DPRD pelit dalam berbagi ilmu 
karena takut tersaingi. 
     
3. Anggota DPRD ingin tetap dilihat unggul 
dari yang lainnya. 
     
4. Anggota DPRD tidak memberikan 
informasai pencapaian kinerja agar 
mengurangi persaingan. 
     
5. Anggota DPRD tidak melakukan 
kebohongan untuk menyembunyikan 
kesalahan yang dilakukan. 
     
 
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL OPPORTUNITY 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Korupsi terjadi karena masyarakat lemah 
dalam melakukan pengawasan. 
     
2. Korupsi merajalela karena lembaga 
pengawas tidak independen. 
     
3. Lemahnya pengawasan dari partai 
membantu pejabat melakukan korupsi. 
     
4. Media lemah dalam memberikan kontrol 
terhadap jalannya kepemerintahan 
sehingga korupsi terus berjalan. 
     
5. Korupsi disebabkan karena tidak ada 
mekanisme pengawasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
     
6. Lembaga peradilan yang tidak 
independen membuat seseorang berani 
melakukan  korupsi. 
     
 
7. Korupsi terjadi disebabkan kurangnya 
kepatuhan terhadap etika. 
     
 
  
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL NEED 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Korupsi terjadi karena kebutuhan anggota 
DPRD  yang makin meningkat. 
     
2. Korupsi disebabkan oleh kebutuhan 
anggota DPRD akan gaya hidup 
konsumtif dan gaya hidup mewah. 
     
3. Kebutuhan hidup yang mendesak 
merupakan salah satu penyebab korupsi. 
     
4. Korupsi terjadi karena adanya kebutuhan 
dalam mendapatkan gaji yang tinggi. 
     
5. Korupsi terjadi karena anggota DPRD 
ingin mengembalikan  modal. 
     
6. Anggota DPRD melakukan kecurangan 
untuk menghabiskan anggaran. 
     
 
 
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL EXPOSURE 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Anggota DPRD  berani melakukan 
korupsi karena peraturan yang monolistik 
dan menguntungkan kerabat sehingga 
tidak ada tindakan yang tegas sesuai 
dengan aturan. 
     
2. Anggota DPRD berani melakukan 
korupsi karena kualitas peraturan 
perundang-undangan kurang memadai. 
     
3. Anggota DPRD berani melakukan 
korupsi karena kurangnya sosialisasi 
peraturan perundang-undangan. 
     
4. Anggota DPRD berani melakukan 
korupsi karena sangsi yang terlalu ringan. 
     
5. Anggota DPRD berani melakukan 
korupsi karena sangsi tidak konsisten dan 
pandang bulu. 
     
  
6. Anggota DPRD berani melakukan 
korupsi karena lemahnya bidang evaluasi 
dan revisi peraturan perundang-
undangan. 
     
 
 
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PARLEMENT BEHAVIOR 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
NILAI 
SS 
5 
S 
4 
N 
3 
TS 
2 
STS 
1 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut : 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
merupakan sikap dan perilaku yang 
harus dimiliki anggota DPRD. 
     
2. Anggota DPRD dalam melaksanakan 
tugas selalu mempertahankan keutuhan 
negara serta menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa. 
     
3. Dalam melaksankan tugas anggota 
DPRD menjunjung tinggi demokrasi dan 
hak asasi manusia. 
     
4. Anggota DPRD memiliki integritas 
tinggi dan jujur dalam melakasanakan 
tugas. 
     
5. Anggota DPRD tidak wajib menegakkan 
kebenaran dan keadilan. 
     
6. Memperjuangkan aspirasi masyarakat 
tanpa memandang perbedaan suku, 
agama, ras, asal usul, golongan, dan 
jeniskelamin merupakan sikap yang 
dimiliki oleh anggota DPRD. 
     
7. Anggota DPRD mengutamakan 
pelaksanaan tugas dan kewajiban 
daripada kegiatan lain di luar tugas dan 
kewajiban DPRD. 
     
8. Anggota DPRD selalu menaati 
ketentuan mengenai kewajiban dan 
larangan bagi anggota DPRD 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
     
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN  
No. 
Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 36 
2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 34 
3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 34 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 38 
5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 39 
6 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 38 
7 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 43 
8 4 2 5 4 3 3 3 4 4 4 4 40 
9 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 39 
10 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 39 
11 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 40 
12 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
13 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 47 
14 4 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 34 
15 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 36 
16 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 46 
17 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 3 47 
18 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
19 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 40 
20 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 45 
21 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 47 
22 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 42 
23 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 47 
24 2 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 40 
25 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 48 
26 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 40 
27 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 49 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 41 
29 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 45 
30 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 45 
31 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
32 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 40 
33 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 42 
34 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 43 
  
35 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 41 
36 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 44 
37 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 44 
38 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 47 
39 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 47 
40 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 47 
41 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 39 
42 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 39 
43 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 36 
44 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 40 
45 4 5 4 3 3 3 5 5 4 3 3 42 
46 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 48 
47 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 42 
48 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 41 
49 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 40 
50 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 47 
 
No. 
Greedy Total 
G1 G2 G3 G4 G5 
1 3 4 4 4 3 18 
2 3 3 3 4 3 16 
3 3 3 3 3 3 15 
4 3 4 3 3 3 16 
5 3 3 4 3 3 16 
6 4 3 3 4 3 17 
7 3 3 4 3 3 16 
8 4 3 4 3 4 18 
9 3 4 4 3 4 18 
10 3 3 3 3 3 15 
11 3 3 4 3 4 17 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 3 3 3 4 3 16 
15 3 3 3 3 4 16 
16 5 4 4 3 3 19 
17 4 4 4 4 3 19 
18 2 3 3 2 2 12 
19 3 3 3 3 4 16 
20 3 3 4 3 3 16 
  
21 4 4 4 3 3 18 
22 3 3 3 3 3 15 
23 3 3 4 4 5 19 
24 3 3 4 4 4 18 
25 4 4 3 4 4 19 
26 4 4 4 3 3 18 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 3 4 4 3 18 
29 4 5 4 4 4 21 
30 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 3 4 4 19 
32 4 4 4 3 4 19 
33 4 4 3 4 4 19 
34 4 4 3 4 3 18 
35 4 4 3 4 3 18 
36 4 3 3 4 4 18 
37 5 4 4 4 3 20 
38 4 4 4 4 4 20 
39 5 4 4 4 4 21 
40 4 4 4 4 4 20 
41 3 3 3 3 3 15 
42 3 3 4 4 4 18 
43 3 3 3 3 4 16 
44 4 4 4 3 3 18 
45 3 3 3 3 3 15 
46 4 4 4 3 4 19 
47 4 4 4 4 3 19 
48 4 4 4 4 3 19 
49 3 3 3 3 4 16 
50 4 4 4 4 4 20 
 
No. 
Opportunity 
Total 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 
1 2 3 4 4 4 3 4 24 
2 2 3 3 4 4 4 4 24 
3 5 2 5 5 3 3 3 26 
4 2 3 3 4 4 4 4 24 
5 4 3 3 4 3 3 3 23 
6 4 3 3 4 3 3 3 23 
  
7 3 3 4 4 4 3 4 25 
8 4 4 3 3 4 3 3 24 
9 3 3 3 3 3 3 4 22 
10 3 3 3 4 3 3 4 23 
11 3 3 2 3 3 3 4 21 
12 4 4 4 4 4 3 5 28 
13 4 4 4 3 4 3 5 27 
14 4 3 4 4 3 4 4 26 
15 4 5 3 4 4 4 4 28 
16 5 3 5 5 5 4 5 32 
17 5 4 4 5 5 4 5 32 
18 4 3 3 3 3 3 3 22 
19 3 3 4 4 4 3 4 25 
20 4 3 4 3 3 4 5 26 
21 4 4 4 4 4 4 5 29 
22 3 4 3 4 4 4 3 25 
23 5 4 5 4 3 4 5 30 
24 2 3 4 3 3 4 4 23 
25 4 4 5 5 5 5 5 33 
26 4 4 4 3 4 3 2 24 
27 4 3 4 4 5 4 3 27 
28 4 3 4 4 4 4 3 26 
29 4 3 4 4 3 3 3 24 
30 4 2 4 4 3 4 3 24 
31 4 3 4 4 4 4 3 26 
32 4 3 5 5 5 4 4 30 
33 4 4 5 4 3 4 4 28 
34 4 4 4 4 4 3 4 27 
35 4 4 4 4 5 4 4 29 
36 5 4 4 4 4 4 3 28 
37 5 5 4 3 4 4 3 28 
38 5 5 4 4 4 4 5 31 
39 4 5 4 3 4 4 5 29 
40 4 4 4 4 4 4 4 28 
41 4 4 3 4 3 3 4 25 
42 4 3 3 3 3 3 4 23 
43 4 4 4 4 4 4 4 28 
44 3 3 3 4 4 4 4 25 
45 3 4 3 4 4 4 3 25 
  
46 4 3 5 5 5 4 4 30 
47 4 4 4 4 4 4 5 29 
48 3 3 3 3 2 3 3 20 
49 4 4 4 4 4 3 4 27 
50 5 4 5 3 4 3 5 29 
 
No. 
Need 
Total 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 
1 3 2 2 3 3 3 16 
2 3 3 2 3 4 3 18 
3 3 3 2 3 1 2 14 
4 3 3 2 3 4 3 18 
5 3 3 3 3 3 3 18 
6 3 3 3 3 3 3 18 
7 2 3 2 2 3 4 16 
8 3 3 3 3 4 4 20 
9 3 3 3 3 3 4 19 
10 3 3 3 3 3 4 19 
11 3 3 3 3 3 4 19 
12 4 5 4 4 4 5 26 
13 5 4 4 4 4 4 25 
14 4 5 5 5 5 4 28 
15 4 3 3 3 4 4 21 
16 3 4 2 1 1 1 12 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 2 4 4 4 4 22 
19 4 3 4 4 3 5 23 
20 3 3 2 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 3 4 23 
22 4 3 3 2 2 3 17 
23 4 4 5 5 4 4 26 
24 4 4 3 2 4 4 21 
25 4 4 4 4 4 5 25 
26 4 3 3 3 4 3 20 
27 4 3 2 3 3 3 18 
28 4 2 3 3 3 2 17 
29 4 3 3 3 3 3 19 
30 4 3 3 2 3 3 18 
31 4 3 3 4 4 4 22 
  
32 3 4 3 3 3 3 19 
33 3 3 2 3 3 3 17 
34 3 3 2 2 3 2 15 
35 4 3 3 3 2 3 18 
36 3 3 2 3 4 4 19 
37 4 4 3 3 2 3 19 
38 4 4 3 2 4 4 21 
39 3 4 3 4 4 2 20 
40 3 4 3 3 4 2 19 
41 3 3 3 3 3 4 19 
42 3 3 3 3 3 4 19 
43 5 4 2 3 3 3 20 
44 4 2 2 2 4 4 18 
45 4 2 3 2 2 3 16 
46 5 5 5 4 4 4 27 
47 3 2 3 4 4 4 20 
48 4 4 2 4 4 4 22 
49 4 4 4 4 3 5 24 
50 2 4 2 3 3 4 18 
 
No. 
Exposure 
Total 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 
1 3 4 4 4 4 3 22 
2 3 3 2 3 4 4 19 
3 3 3 4 3 4 3 20 
4 3 3 2 3 3 3 17 
5 3 3 3 4 4 3 20 
6 2 3 3 4 4 3 19 
7 5 4 3 3 3 3 21 
8 2 3 3 3 4 4 19 
9 3 3 3 3 4 4 20 
10 2 2 2 2 2 3 13 
11 2 2 2 2 4 3 15 
12 4 3 4 4 5 5 25 
13 4 4 4 5 5 5 27 
14 3 2 4 4 3 4 20 
15 1 2 2 1 1 1 8 
16 5 4 4 4 5 5 27 
17 5 4 4 5 4 4 26 
  
18 4 2 4 4 4 4 22 
19 3 3 3 2 4 4 19 
20 4 2 2 4 4 3 19 
21 2 3 4 4 4 3 20 
22 2 3 3 4 4 4 20 
23 3 4 4 4 3 3 21 
24 4 3 3 3 3 3 19 
25 4 4 4 3 4 4 23 
26 4 4 4 3 3 4 22 
27 4 3 3 4 4 4 22 
28 4 4 5 3 5 5 26 
29 4 4 4 4 4 3 23 
30 4 4 4 3 4 4 23 
31 4 4 4 3 4 5 24 
32 5 5 4 5 4 4 27 
33 4 4 4 3 4 4 23 
34 4 4 3 4 4 4 23 
35 5 5 4 4 4 3 25 
36 4 4 4 4 3 3 22 
37 4 4 4 3 4 5 24 
38 4 4 4 5 5 5 27 
39 4 4 5 4 4 5 26 
40 4 4 5 4 3 4 24 
41 2 2 2 2 2 3 13 
42 3 3 3 3 4 4 20 
43 1 2 2 1 1 1 8 
44 2 3 4 4 4 3 20 
45 2 3 3 4 4 4 20 
46 5 5 4 5 4 4 27 
47 5 4 4 5 4 4 26 
48 4 2 4 4 4 4 22 
49 3 3 3 2 4 4 19 
50 4 4 4 5 5 5 27 
 
 
 
 
  
 
No. 
Parlement Behavior 
Total 
PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 
1 5 3 2 3 3 3 2 2 23 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
7 5 4 4 5 5 4 4 3 34 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
9 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
10 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
11 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
12 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
13 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
14 5 4 4 4 5 5 4 4 35 
15 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
19 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
21 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
23 5 4 4 4 5 5 4 4 35 
24 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
31 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
32 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
  
37 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
38 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
39 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
40 5 4 5 5 4 4 4 4 35 
41 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
42 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
43 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
44 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
46 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
49 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
50 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 3 
STATISTIK DESKRIPTIF 
A. Statistik Deskriptif Variabel 
Statistik Deskriptif Variabel 
 N Minimu
m 
Maximum Mean Std. 
Deviation 
Greedy 50 12,00 21,00 17,7800 1,91972 
Opportunity 50 20,00 33,00 26,3000 2,99148 
Need 50 12,00 28,00 19,8400 3,33418 
Exposure 50 8,00 27,00 21,2800 4,40797 
Tindak Pidana Korupsi 50 34,00 49,00 42,0400 4,08561 
Parlement Behavior 50 23,00 40,00 35,6200 4,53508 
Valid N (listwise) 50     
B. Statistik Deskriptif Variabel 
1. Variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 
N 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,9800 3,9400 4,0200 3,4600 3,7600 3,6800 4,0600 4,0200 3,9600 3,8800 3,2800 
Sum 199,00 197,00 201,00 173,00 188,00 184,00 203,00 201,00 198,00 194,00 164,00 
 
Y1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 6 12,0 12,0 16,0 
Setuju 33 66,0 66,0 82,0 
Sangat 
Setuju 
9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
 
  
Y2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 10,0 
Ragu-Ragu 7 14,0 14,0 24,0 
Setuju 24 48,0 48,0 72,0 
Sangat 
Setuju 
14 28,0 28,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 10 20,0 20,0 20,0 
Setuju 29 58,0 58,0 78,0 
Sangat 
Setuju 
11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 8 16,0 16,0 16,0 
Ragu-Ragu 17 34,0 34,0 50,0 
Setuju 19 38,0 38,0 88,0 
Sangat 
Setuju 
6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
  
Y5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 6,0 6,0 6,0 
Ragu-Ragu 14 28,0 28,0 34,0 
Setuju 25 50,0 50,0 84,0 
Sangat 
Setuju 
8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak 
Setuju 
1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 14 28,0 28,0 30,0 
Setuju 35 70,0 70,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 9 18,0 18,0 18,0 
Setuju 29 58,0 58,0 76,0 
Sangat 
Setuju 
12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y8 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 10 20,0 20,0 20,0 
Setuju 29 58,0 58,0 78,0 
Sangat 
Setuju 
11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
  
Y9 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 7 14,0 14,0 14,0 
Setuju 38 76,0 76,0 90,0 
Sangat 
Setuju 
5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y10 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 10 20,0 20,0 20,0 
Setuju 36 72,0 72,0 92,0 
Sangat 
Setuju 
4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Y11 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 32 64,0 64,0 68,0 
Setuju 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
2. Variabel Greedy 
 
Statistics 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
N 
Valid 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,6000 3,5600 3,6000 3,5200 3,5000 
Sum 180,00 178,00 180,00 176,00 175,00 
 
  
X1.1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 44,0 
Setuju 25 50,0 50,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X1.2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 23 46,0 46,0 46,0 
Setuju 26 52,0 52,0 98,0 
Sangat 
Setuju 
1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X1.3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 20 40,0 40,0 40,0 
Setuju 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X1.4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak 
Setuju 
1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 22 44,0 44,0 46,0 
Setuju 27 54,0 54,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
  
X1.5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 24 48,0 48,0 50,0 
Setuju 24 48,0 48,0 98,0 
Sangat 
Setuju 
1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
3. Variabel Opportunity 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
N 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,8200 3,5200 3,8200 3,8600 3,7800 3,6000 3,9000 
Sum 191,00 176,00 191,00 193,00 189,00 180,00 195,00 
 
X2.5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 16 32,0 32,0 34,0 
Setuju 26 52,0 52,0 86,0 
Sangat 
Setuju 
7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X2.6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 42,0 
Setuju 28 56,0 56,0 98,0 
Sangat 
Setuju 
1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
  
 
X2.7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 15 30,0 30,0 32,0 
Setuju 22 44,0 44,0 76,0 
Sangat 
Setuju 
12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
4. Variabel Need 
 
Statistics 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
N 
Valid 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,5600 3,3200 2,9800 3,1600 3,3200 3,5000 
Sum 178,00 166,00 149,00 158,00 166,00 175,00 
 
X3.1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 46,0 
Setuju 24 48,0 48,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
  
X3.2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 6 12,0 12,0 12,0 
Ragu-Ragu 25 50,0 50,0 62,0 
Setuju 16 32,0 32,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X3.3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 15 30,0 30,0 30,0 
Ragu-Ragu 24 48,0 48,0 78,0 
Setuju 8 16,0 16,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X3.4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 8 16,0 16,0 18,0 
Ragu-Ragu 25 50,0 50,0 68,0 
Setuju 14 28,0 28,0 96,0 
Sangat Setuju 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
  
 
X3.5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 4 8,0 8,0 12,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 54,0 
Setuju 22 44,0 44,0 98,0 
Sangat Setuju 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X3.6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 12,0 
Ragu-Ragu 16 32,0 32,0 44,0 
Setuju 24 48,0 48,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
5. Variabel Exposure 
Statistics 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 
N 
Valid 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,4400 3,3600 3,4800 3,5200 3,7600 3,7200 
Sum 172,00 168,00 174,00 176,00 188,00 186,00 
 
 
 
 
 
 
 
  
X4.1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 9 18,0 18,0 22,0 
Ragu-Ragu 11 22,0 22,0 44,0 
Setuju 21 42,0 42,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X4.2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 9 18,0 18,0 18,0 
Ragu-Ragu 17 34,0 34,0 52,0 
Setuju 21 42,0 42,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X4.3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 8 16,0 16,0 16,0 
Ragu-Ragu 13 26,0 26,0 42,0 
Setuju 26 52,0 52,0 94,0 
Sangat 
Setuju 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
  
 
X4.4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 14,0 
Ragu-Ragu 15 30,0 30,0 44,0 
Setuju 21 42,0 42,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X4.5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 2 4,0 4,0 8,0 
Ragu-Ragu 8 16,0 16,0 24,0 
Setuju 32 64,0 64,0 88,0 
Sangat Setuju 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
X4.6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak 
Setuju 
2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 17 34,0 34,0 38,0 
Setuju 22 44,0 44,0 82,0 
Sangat Setuju 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
  
6.  Variabel Parlement Behavior 
Statistics 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
N 
Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,6400 4,4800 4,4200 4,4200 4,5000 4,5600 4,3200 4,2800 
Sum 232,00 224,00 221,00 221,00 225,00 228,00 216,00 214,00 
 
M1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 3 6,0 6,0 6,0 
Setuju 12 24,0 24,0 30,0 
Sangat 
Setuju 
35 70,0 70,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
M2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 3 6,0 6,0 6,0 
Setuju 20 40,0 40,0 46,0 
Sangat 
Setuju 
27 54,0 54,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
M3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 3 6,0 6,0 8,0 
Setuju 20 40,0 40,0 48,0 
Sangat 
Setuju 
26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
  
M4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 4 8,0 8,0 8,0 
Setuju 21 42,0 42,0 50,0 
Sangat 
Setuju 
25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
M5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 4 8,0 8,0 8,0 
Setuju 17 34,0 34,0 42,0 
Sangat 
Setuju 
29 58,0 58,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
M6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 2 4,0 4,0 4,0 
Setuju 18 36,0 36,0 40,0 
Sangat 
Setuju 
30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
M7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 5 10,0 10,0 12,0 
Setuju 21 42,0 42,0 54,0 
Sangat 
Setuju 
23 46,0 46,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
  
 
M8 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 6 12,0 12,0 14,0 
Setuju 21 42,0 42,0 56,0 
Sangat 
Setuju 
22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
LAMPIRAN 4 
UJI KUALITAS DATA 
A. Uji Validitas 
1. Variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 
Tindakan Korupsi 
APBD 
Y1 
Pearson 
Correlation 
1 ,422
**
 ,684
**
 ,409
**
 ,178 ,272 ,094 ,183 ,118 ,165 ,127 ,628
**
 
Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,003 ,216 ,056 ,515 ,203 ,413 ,253 ,380 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y2 
Pearson 
Correlation 
,422
**
 1 ,378
**
 ,502
**
 ,120 ,045 ,143 ,139 ,176 ,113 ,118 ,592
**
 
Sig. (2-tailed) ,002  ,007 ,000 ,406 ,754 ,321 ,337 ,222 ,433 ,413 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y3 
Pearson 
Correlation 
,684
**
 ,378
**
 1 ,465
**
 ,244 ,263 ,141 ,190 ,066 ,247 ,100 ,649
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,007  ,001 ,087 ,065 ,330 ,187 ,650 ,084 ,489 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y4 
Pearson 
Correlation 
,409
**
 ,502
**
 ,465
**
 1 ,409
**
 ,103 -,013 ,019 ,133 ,292
*
 ,359
*
 ,671
**
 
  
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,001  ,003 ,475 ,928 ,898 ,357 ,040 ,011 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y5 
Pearson 
Correlation 
,178 ,120 ,244 ,409
**
 1 ,458
**
 ,421
**
 ,205 ,287
*
 ,323
*
 ,065 ,624
**
 
Sig. (2-tailed) ,216 ,406 ,087 ,003  ,001 ,002 ,153 ,044 ,022 ,654 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y6 
Pearson 
Correlation 
,272 ,045 ,263 ,103 ,458
**
 1 ,242 ,324
*
 ,029 ,312
*
 ,110 ,484
**
 
Sig. (2-tailed) ,056 ,754 ,065 ,475 ,001  ,091 ,022 ,841 ,027 ,447 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y7 
Pearson 
Correlation 
,094 ,143 ,141 -,013 ,421
**
 ,242 1 ,667
**
 ,198 ,142 -,107 ,474
**
 
Sig. (2-tailed) ,515 ,321 ,330 ,928 ,002 ,091  ,000 ,168 ,326 ,458 ,001 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y8 
Pearson 
Correlation 
,183 ,139 ,190 ,019 ,205 ,324
*
 ,667
**
 1 ,319
*
 ,307
*
 ,275 ,557
**
 
Sig. (2-tailed) ,203 ,337 ,187 ,898 ,153 ,022 ,000  ,024 ,030 ,054 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y9 
Pearson 
Correlation 
,118 ,176 ,066 ,133 ,287
*
 ,029 ,198 ,319
*
 1 ,219 ,120 ,406
**
 
Sig. (2-tailed) ,413 ,222 ,650 ,357 ,044 ,841 ,168 ,024  ,126 ,405 ,003 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y10 
Pearson 
Correlation 
,165 ,113 ,247 ,292
*
 ,323
*
 ,312
*
 ,142 ,307
*
 ,219 1 ,196 ,511
**
 
  
Sig. (2-tailed) ,253 ,433 ,084 ,040 ,022 ,027 ,326 ,030 ,126  ,173 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y11 
Pearson 
Correlation 
,127 ,118 ,100 ,359
*
 ,065 ,110 -,107 ,275 ,120 ,196 1 ,368
**
 
Sig. (2-tailed) ,380 ,413 ,489 ,011 ,654 ,447 ,458 ,054 ,405 ,173  ,009 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Tindakan 
Korupsi 
APBD 
Pearson 
Correlation 
,628
**
 ,592
**
 ,649
**
 ,671
**
 ,624
**
 ,484
**
 ,474
**
 ,557
**
 ,406
**
 ,511
**
 ,368
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,003 ,000 ,009  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
2. Variabel Greedy 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Greedy 
X1.1 
Pearson Correlation 1 ,662
**
 ,387
**
 ,494
**
 ,165 ,809
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,005 ,000 ,252 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 
X1.2 
Pearson Correlation ,662
**
 1 ,397
**
 ,378
**
 ,130 ,750
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,007 ,368 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 
X1.3 
Pearson Correlation ,387
**
 ,397
**
 1 ,182 ,213 ,614
**
 
Sig. (2-tailed) ,005 ,004  ,206 ,137 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 
X1.4 
Pearson Correlation ,494
**
 ,378
**
 ,182 1 ,323
*
 ,699
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,206  ,022 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 
X1.5 
Pearson Correlation ,165 ,130 ,213 ,323
*
 1 ,540
**
 
Sig. (2-tailed) ,252 ,368 ,137 ,022  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 
Greedy 
Pearson Correlation ,809
**
 ,750
**
 ,614
**
 ,699
**
 ,540
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Variabel Opportunity 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 Opportu
nity 
X2.1 
Pearson Correlation 1 ,349
*
 ,510
**
 ,199 ,181 ,115 ,133 ,611
**
 
Sig. (2-tailed)  ,013 ,000 ,165 ,209 ,428 ,359 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.2 
Pearson Correlation ,349
*
 1 ,067 -,160 ,315
*
 ,238 ,315
*
 ,513
**
 
Sig. (2-tailed) ,013  ,642 ,267 ,026 ,097 ,026 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.3 
Pearson Correlation ,510
**
 ,067 1 ,455
**
 ,401
**
 ,340
*
 ,327
*
 ,727
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,642  ,001 ,004 ,016 ,020 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.4 
Pearson Correlation ,199 -,160 ,455
**
 1 ,497
**
 ,390
**
 ,141 ,552
**
 
Sig. (2-tailed) ,165 ,267 ,001  ,000 ,005 ,330 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.5 
Pearson Correlation ,181 ,315
*
 ,401
**
 ,497
**
 1 ,464
**
 ,252 ,706
**
 
Sig. (2-tailed) ,209 ,026 ,004 ,000  ,001 ,077 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.6 
Pearson Correlation ,115 ,238 ,340
*
 ,390
**
 ,464
**
 1 ,242 ,600
**
 
Sig. (2-tailed) ,428 ,097 ,016 ,005 ,001  ,090 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
X2.7 
Pearson Correlation ,133 ,315
*
 ,327
*
 ,141 ,252 ,242 1 ,584
**
 
Sig. (2-tailed) ,359 ,026 ,020 ,330 ,077 ,090  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
Opportunity 
Pearson Correlation ,611
**
 ,513
**
 ,727
**
 ,552
**
 ,706
**
 ,600
**
 ,584
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
  
4. Variabel Need 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Need 
X3.1 
Pearson Correlation 1 ,277 ,521
**
 ,278 ,186 ,210 ,567
**
 
Sig. (2-tailed)  ,051 ,000 ,050 ,196 ,143 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X3.2 
Pearson Correlation ,277 1 ,451
**
 ,340
*
 ,223 ,185 ,586
**
 
Sig. (2-tailed) ,051  ,001 ,016 ,119 ,199 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X3.3 
Pearson Correlation ,521
**
 ,451
**
 1 ,625
**
 ,334
*
 ,462
**
 ,817
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,018 ,001 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X3.4 
Pearson Correlation ,278 ,340
*
 ,625
**
 1 ,532
**
 ,492
**
 ,796
**
 
Sig. (2-tailed) ,050 ,016 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X3.5 
Pearson Correlation ,186 ,223 ,334
*
 ,532
**
 1 ,491
**
 ,677
**
 
Sig. (2-tailed) ,196 ,119 ,018 ,000  ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X3.6 
Pearson Correlation ,210 ,185 ,462
**
 ,492
**
 ,491
**
 1 ,702
**
 
Sig. (2-tailed) ,143 ,199 ,001 ,000 ,000  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Need 
Pearson Correlation ,567
**
 ,586
**
 ,817
**
 ,796
**
 ,677
**
 ,702
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Variabel Exposure 
Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 Exposure 
X4.1 
Pearson Correlation 1 ,695
**
 ,577
**
 ,585
**
 ,487
**
 ,551
**
 ,828
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X4.2 
Pearson Correlation ,695
**
 1 ,639
**
 ,521
**
 ,422
**
 ,425
**
 ,772
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,002 ,002 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X4.3 
Pearson Correlation ,577
**
 ,639
**
 1 ,575
**
 ,496
**
 ,557
**
 ,796
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X4.4 
Pearson Correlation ,585
**
 ,521
**
 ,575
**
 1 ,619
**
 ,483
**
 ,799
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X4.5 
Pearson Correlation ,487
**
 ,422
**
 ,496
**
 ,619
**
 1 ,768
**
 ,789
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
X4.6 
Pearson Correlation ,551
**
 ,425
**
 ,557
**
 ,483
**
 ,768
**
 1 ,788
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Exposure 
Pearson Correlation ,828
**
 ,772
**
 ,796
**
 ,799
**
 ,789
**
 ,788
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Variabel Parlement Behavior 
Correlations 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Parlement 
Behavior 
M1 
Pearson 
Correlation 
1 
,647
*
*
 
,610
*
*
 
,668
*
*
 
,633
*
*
 
,478
*
*
 
,588
*
*
 
,543
*
*
 
,746
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M2 
Pearson 
Correlation 
,647
*
*
 
1 
,895
*
*
 
,824
*
*
 
,565
*
*
 
,723
*
*
 
,867
*
*
 
,846
*
*
 
,931
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M3 
Pearson 
Correlation 
,610
*
*
 
,895
*
*
 
1 
,914
*
*
 
,561
*
*
 
,717
*
*
 
,835
*
*
 
,811
*
*
 
,929
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M4 
Pearson 
Correlation 
,668
*
*
 
,824
*
*
 
,914
*
*
 
1 
,615
*
*
 
,619
*
*
 
,742
*
*
 
,677
*
*
 
,883
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M5 
Pearson 
Correlation 
,633
*
*
 
,565
*
*
 
,561
*
*
 
,615
*
*
 
1 
,437
*
*
 
,554
*
*
 
,500
*
*
 
,706
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 ,000 
  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M6 
Pearson 
Correlation 
,478
*
*
 
,723
*
*
 
,717
*
*
 
,619
*
*
 
,437
*
*
 
1 
,766
*
*
 
,802
*
*
 
,808
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M7 
Pearson 
Correlation 
,588
*
*
 
,867
*
*
 
,835
*
*
 
,742
*
*
 
,554
*
*
 
,766
*
*
 
1 
,965
*
*
 
,930
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
M8 
Pearson 
Correlation 
,543
*
*
 
,846
*
*
 
,811
*
*
 
,677
*
*
 
,500
*
*
 
,802
*
*
 
,965
*
*
 
1 ,905
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Parleme
nt 
Behavio
r 
Pearson 
Correlation 
,746
*
*
 
,931
*
*
 
,929
*
*
 
,883
*
*
 
,706
*
*
 
,808
*
*
 
,930
*
*
 
,905
*
*
 
1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
B. Uji Reabilitas 
1. Variabel Perilaku Tindakan Korupsi APBD 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,763 11 
 
2. Variabel Greedy 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,715 5 
 
3. Variabel Opportunity 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,719 7 
 
4. Variabel Need 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,785 6 
 
5. Variabel Exposure 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,882 6 
 
 
 
  
6. Variabel Parlement Behavior 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,948 8 
 
 
LAMPIRAN 5 
UJI ASUMSI KLASIK 
A. Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 50 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
2,51270613 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,083 
Positive ,059 
Negative -,083 
Kolmogorov-Smirnov Z ,587 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,880 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
  
B. Uji Multikolenearitas 
 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
Greedy ,560 1,786 
Opportunity ,717 1,395 
Need ,929 1,077 
Exposure ,571 1,751 
Parlement Behavior ,886 1,128 
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
 
C. Uju Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
  
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 4,684 2,467  1,899 ,064 
Greedy -,238 ,139 -,320 -1,716 ,093 
Opportunity ,044 ,079 ,092 ,556 ,581 
Need ,099 ,062 ,232 1,601 ,117 
Exposure ,007 ,060 ,021 ,113 ,910 
Parlement Behavior -,047 ,047 -,149 -1,005 ,321 
a. Dependent Variable: AbsUt 
 
 
LAMPIRAN 6 
UJI HIPOTESIS 
A. Analisis Regresi Linear Berganda 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,740
a
 ,548 ,508 2,86560 
a. Predictors: (Constant), Exposure, Need, Opportunity, Greedy 
 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
 
Regression 448,396 4 112,099 13,651 ,000
b
 
Residual 369,524 45 8,212   
Total 817,920 49    
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
b. Predictors: (Constant), Exposure, Need, Opportunity, Greedy 
 
 
 
 
 
  
 
Hasil Uji T – Uji Parsial 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 12,159 4,753  2,558 ,014 
Greedy ,662 ,283 ,311 2,336 ,024 
Opportunity ,333 ,158 ,243 2,098 ,042 
Need ,166 ,126 ,136 1,319 ,194 
Exposure ,285 ,123 ,307 2,316 ,025 
a. Dependent Variable: Tindak Pidana Korupsi 
 
B. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Residual 
 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 1) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 
12,01
8 
3,358 
 
3,578 ,001 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,198 ,080 -,339 -2,494 ,016 
a. Dependent Variable: AbsRes_1 
 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 2) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 11,619 3,597  3,230 ,002 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,193 ,085 -,312 -2,271 ,028 
a. Dependent Variable: AbsRes_2 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 3) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 11,329 3,382  3,349 ,002 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,181 ,080 -,310 -2,261 ,028 
a. Dependent Variable: AbsRes_3 
 
Hasil Uji T – Uji Residual (Moderasi 4) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 13,344 3,353  3,980 ,000 
Tindak Pidana 
Korupsi 
-,229 ,079 -,384 -2,882 ,006 
a. Dependent Variable: AbsRes_4 
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